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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Sorotan

▪▪ World Resources Institute (WRI) Indonesia 
menetapkan 15 indikator evaluasi program 
Perhutanan Sosial (PS) yang mencakup aspek 
lingkungan, sosioekonomi, dan kelembagaan. 
Indikator tersebut berdasarkan perbandingan 
tiga kerangka pengawasan dan evaluasi yang 
dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), World Agroforestry 
Center atau ICRAF, dan Yayasan Masyarakat Nusa 
Tenggara (Samanta), dengan kerangka konsep 
pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang 
dikembangkan oleh Arun Agrawal dari University of 
Michigan, Ann Arbor. 

▪▪ Hasil uji kerangka evaluasi di Hutan 
Kemasyarakatan (HKm) Beringin Jaya 
menunjukkan bahwa keberadaan HKm mampu 
menekan laju kehilangan tutupan pohon, 
meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan 
ketimpangan ekonomi antarmasyarakat, karena 
tingginya ketergantungan masyarakat terhadap 
kawasan hutan. 

▪▪ Sedangkan dalam kasus Hutan Nagari (HN) Alam 
Pauh Duo Jorong Simancuang (selanjutnya disebut 
HN Simancuang), Kabupaten Solok Selatan, 
perizinan HN tersebut belum sepenuhnya menekan 
laju kehilangan tutupan pohon, meskipun telah 
berkontribusi terhadap terjaganya pasokan air 
bersih untuk persawahan di sekitar HN. 

▪▪ Hasil evaluasi terhadap kedua skema PS 
menggunakan kerangka yang dikembangkan WRI 
Indonesia juga menunjukkan bahwa akses pasar 
dan pengelolaan pascapanen menjadi tantangan 
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yang dihadapi oleh kelompok masyarakat pengelola 
PS, sehingga pendampingan pada kedua aspek 
tersebut sangat dibutuhkan. 

▪▪ Desain indikator dan metode evaluasi program PS 
yang telah diuji di lapangan ini mampu menangkap 
kemajuan serta tantangan pelaksanaan PS di suatu 
area, terutama dalam kaitan dengan pencapaian 
tiga tujuan utama PS, yakni: 1) penyelesaian konflik 
lahan, 2) peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
dan 3) perlindungan terhadap hutan.

Latar Belakang
Pada awal 2018 target PS diturunkan akibat 
rendahnya capaian, yakni dari yang semula 12,7 
juta ha menjadi 4, 3 juta ha. Hal ini terjadi dua 
tahun setelah Peraturan Menteri No. P.83/2016 
tentang Perhutanan Sosial (PS) dikeluarkan. 
Program PS ini mencakup lima skema, yaitu Hutan 
Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa atau Nagari 
(HD/N), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat 
(HA), dan Kemitraan. Salah satu penyebab capaian PS 
yang rendah ini adalah karena alokasi anggaran yang 
mengalami penurunan sebesar 53% pada tahun 2017 
(Sasongko 2017). Sebagai suatu program jangka panjang 
dengan izin kelola kawasan selama 35 tahun, maka 
pendampingan kepada kelompok PS perlu dilakukan 
secara berkelanjutan, hingga nantinya kelompok PS 
dapat secara mandiri mengelola kawasan sesuai dengan 
tujuan PS. 

Meskipun pemerintah dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) telah mengembangkan 15 
kerangka evaluasi program PS, namun kerangka 
tersebut dinilai belum cukup memadai untuk 
melihat dan mengukur dampak pencapaian 
tujuan dari program PS secara komprehensif 
dan efisien. Misalnya, pemerintah telah mengeluarkan 
Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) No. P.2/2017 
berisi pedoman fasilitasi, pengawasan, dan evaluasi 
program PS yang sebagian besar menggunakan skor. 
ICRAF dan Yayasan Samanta juga mengeluarkan 
kerangka pengawasan dan evaluasi serupa sebelum 
adanya Permen No. P.83/2016. Beberapa ahli menilai 
bahwa penekanan pada metode scoring dalam 
pengawasan dan evaluasi PS tersebut terlalu sederhana 
dan mengesampingkan data-data kualitatif yang kaya 
informasi dan nuansa lokal. 

Hal ini membuat WRI Indonesia melakukan 
penelitian dalam rangka mengembangkan 
indikator dan metode evaluasi program PS 
yang telah diuji di dua skema, yaitu Hutan 

Kemasyarakatan dan Hutan Desa atau Nagari 
(HD/N). Dalam mengembangkan indikator evaluasi 
tersebut, WRI merujuk dan membandingkan pada tiga 
kerangka yang sudah ada, yaitu dari KLHK, ICRAF, dan 
Yayasan Samanta. Hasil perbandingan ini kemudian 
dikembangkan berdasarkan empat kriteria pengelolaan 
hutan secara berkelanjutan dari Agrawal (2007). Dua 
skema PS yang dievaluasi menggunakan kerangka ini 
berada dalam status hutan lindung yang dikelola oleh 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), sehingga 
pengelolaan oleh masyarakat dilakukan dengan metode 
wanatani dan pelarangan penebangan. 

Tentang Publikasi
Publikasi ini disusun sebagai diseminasi 
hasil kajian tentang evaluasi program PS, 
sehingga dapat dipergunakan sebagai panduan 
evaluasi bagi pemerintah dan pihak lain yang 
mendukung pelaksanaan program PS di 
Indonesia. Pelaksanaan kajian dilakukan dengan 
menggabungkan studi literatur dan studi lapangan 
untuk mengembangkan indikator dan metodologi 
evaluasi PS. Metode pengambilan data primer adalah 
dengan menggunakan survei rumah tangga, wawancara 
mendalam, dan focus group discussion (FGD) atau 
diskusi kelompok terpumpun. Selain itu, analisis spasial 
juga dilakukan dengan menggunakan data spasial yang 
sifatnya terbuka untuk umum, seperti data perubahan 
tutupan pohon yang dimuat dalam Global Forest Watch 
(GFW). Diharapkan publikasi ini dapat melengkapi 
usaha yang telah dilakukan oleh KLHK dan pihak lain 
dalam peengembangkan kerangka pengawasan dan 
evaluasi program PS.

Kerangka evaluasi ini dapat dikembangkan 
lebih lanjut, terutama untuk diujikan pada 
skema PS lain, termasuk HA, HTR, dan 
Kemitraan, serta status kawasan selain hutan 
lindung. Penerapan kerangka evaluasi ini di skema 
PS lain dapat digunakan sebagai sarana untuk 
meningkatkan kualitas kerangka evaluasi ini agar 
dapat mengakomodasi perbedaan konteks pengelolaan 
PS di skema lain. Perlu dicatat bahwa publikasi ini 
hanya ditujukan sebagai panduan evaluasi program PS 
sehingga aspek pengawasan tidak dimasukkan.

Hasil Temuan Utama
Kerangka evaluasi program PS yang 
dikembangkan oleh WRI dapat dipergunakan 
untuk melihat perkembangan pelaksanaan 
program PS --setidaknya di dua skema PS--, 
yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan 
Hutan Desa atau Nagari (HD/N) dalam 
mencapai tujuan. Hasil evaluasi ini tidak semata-
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laporan tertulis yang salah satunya memuat tentang 
rekomendasi. 

Analisis data spasial menunjukkan bahwa di 
kedua lokasi yang dievaluasi masih terdapat 
tumpang-tindih batas area PS yang diajukan 
dengan area PS yang ditetapkan. Hal ini 
menimbulkan perbedaan persepsi batas kawasan 
yang dipercaya oleh masyarakat dan pendamping 
dengan batas kawasan yang disetujui KLHK. Di HKm 
Beringin Jaya, misalnya, tumpang-tindih tapal batas 
ini berpengaruh terhadap distribusi pinjaman dari 
Biro Layanan Umum (BLU), yakni beberapa anggota 
HKm memiliki lahan di luar kawasan yang ditetapkan 
namun ternyata masuk di area yang diajukan untuk ikut 
mendapat pinjaman (Gambar RE.1.).

Selain masalah tumpang-tindih batas kawasan, 

deforestasi yang terjadi dalam skema PS. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa estimasi laju deforestasi yang 
akurat masih menjadi sebuah tantangan (UNFCCC 
2006 dalam Corbera, Estrada & Brown, 2010). 
Berdasarkan data yang tersedia, laju kehilangan tutupan 
pohon di HKm Beringin Jaya relatif menurun, yaitu 

mata dijadikan sebagai dasar dalam mengategorikan 
kelompok masyarakat pengelola PS berdasarkan aspek 
kuantitatif, tetapi juga pertimbangan terhadap konteks, 
permasalahan, dan pendampingan menjadi acuan 
penting dalam melakukan evaluasi. Penyeimbangan 
aspek kuantitatif dan kualitatif ini menjadi salah satu 
prinsip penyusunan kerangka, selain prinsip-prinsip 

evaluasi diharapkan dapat menjadi rujukan yang 
akurat dan kredibel dalam menentukan kebutuhan 
pendampingan dan perencanaan pengelolaan hutan 
oleh masyarakat. 

Pelaksanaan evaluasi PS ini memerlukan 
komitmen dari pemerintah dalam hal sumber 
daya manusia (SDM). Guna mencegah adanya bias 
penilaian, maka lembaga pendamping dari kelompok 
yang tengah dievaluasi sebaiknya tidak dilibatkan 
dalam pengolahan data, namun ia dapat dilibatkan 
dalam pengambilan data sebagai fasilitator lapangan. 
Beberapa keterampilan yang perlu dimiliki pihak yang 
melakukan evaluasi, antara lain adalah analisis spasial, 
analisis kuantitatif, dan analisis kualitatif, dengan 
tingkat kesukaran rendah hingga sedang. Penggabungan 
beberapa jenis analisis tersebut dapat dituangkan dalam 

Gambar RE 1  | Peta Tumpang Tindih Batas Kawasan HKm Beringin Jaya (Kiri) dan HN Simancuang (Kanan) 

Sumber: KLHK, Hutan Primer Indonesia (Margono et al. 2014), Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT) dan KKI Warsi
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dari 5,47 ha menjadi 1,01 ha per tahun, sedangkan 
HN Simancuang mengalami peningkatan dari 0,66 ha 
menjadi 1,33 ha per tahun. Tingkat ketergantungan 
masyarakat yang lebih tinggi terhadap kawasan 
perkebunan di HKm Beringin Jaya menjadi salah satu 
faktor yang memengaruhi penurunan laju kehilangan 
tutupan pohon.

Hasil analisis ekonomi di kedua lokasi PS 
menunjukkan bahwa kawasan PS telah 
berkontribusi terhadap penghasilan anggotanya 
--secara langsung maupun tidak. Kontribusi 
PS terhadap perekonomian anggota secara langsung 
terlihat ketika masyarakat memiliki lahan garapan 
di dalam kawasan yang menjadi sumber penghasilan 
mereka. Di HKm Beringin Jaya, sumber pendapatan 
ini dihasilkan dari komoditas kopi yang ditanam di 
dalam kawasan oleh hampir seluruh anggota. Hal ini 
juga terlihat pada struktur pendapatan anggota HKm 
yang cukup seragam. Di HN Simancuang motivasi 
untuk melindungi sumber air yang berhulu dari dalam 
kawasan juga berkontribusi terhadap terjaminnya 
pasokan air untuk persawahan yang menjadi sumber 
penghasilan utama masyarakat. Jumlah masyarakat 
yang mengelola kawasan perkebunan masih sedikit, 
sehingga kontribusi langsung PS terhadap pendapatan 
tercatat cukup rendah. 

Meskipun PS memberikan kontribusi positif 
pada anggotanya di bidang perekonomian, 
namun masyarakat masih merasa kesulitan 
dalam melakukan pengolahan pascapanen dan 
pemasaran produk. Sebagian besar hasil panen 
diolah secara sederhana menjadi produk mentah, 
seperti biji kopi, getah karet, dan beras. Hal ini terjadi 
akibat kurangnya modal untuk pengembangan usaha, 
juga karena keterbatasan akses pasar. Dari survei yang 
dilakukan kepada anggota, diperoleh data bahwa lebih 
dari 90% penjualan komoditas PS masih dilakukan 
kepada pengepul atau tengkulak desa. Dampak dari 

keterbatasan akses pasar ini membuat pengolahan 
komoditas dilakukan secara sederhana, tanpa nilai 
tambah yang berarti. 

Penilaian terhadap kemampuan pengurus 
kelompok PS menunjukkan bahwa aspek 
perencanaan dan pemasaran masih perlu 
ditingkatkan melalui pendampingan. Aspek 
perencanaan meliputi cara suatu kelompok mengelola 
kawasan, misalnya berkaitan dengan pemahaman 
terhadap batas kawasan dan proses penyusunan 
rencana kerja kelompok. Pendampingan dalam proses 
perencanaan merupakan salah satu aspek kunci dalam 
pengelolaan kawasan oleh masyarakat. Upaya ini untuk 
membantu memastikan bahwa pengelolaan kawasan 
akan sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan secara 
berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kemampuan 
pemasaran dari pengurus kelompok PS, terutama 
untuk perluasan akses pasar komoditas PS. Hal ini 
perlu disertai dengan penguatan kapasitas pengolahan 
pascapanen dan akses permodalan dengan tujuan untuk 
menjadikan pengurus sebagai pelatih bagi anggota 
kelompoknya. 

Kerangka evaluasi program PS ini dapat 
digunakan untuk mengukur perkembangan 
pelaksanaan program PS pada tingkat tapak di 
mana pengambilan data primer melalui survei, 
wawancara, dan FGD menjadi metode yang 
cukup efektif dan efisien. Diharapkan kerangka 
evaluasi ini dapat diterapkan untuk skema PS lainnya, 
seperti HA, HTR dan Kemitraan, serta di status kawasan 
lainnya, termasuk hutan produksi, konsesi, dan kawasan 
konservasi. Lebih lanjut, untuk melihat dampak dari 
program PS secara lebih empiris, diperlukan data rona 
awal (baseline), di mana hasil evaluasi pertama dapat 
digunakan sebagai data rona awal (terutama apabila 
data dari fase perencanaan atau pengajuan izin tidak 
ada atau kurang lengkap) dan menjadi basis untuk 
mengukur dampak pada periode evaluasi selanjutnya.
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PENDAHULUAN
Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu 
prioritas dalam pemerintahan Presiden Ir. Joko 
Widodo pada periode 2014-2019, bersama program 
Reforma Agraria. Program PS bertujuan untuk 
menyelesaikan permasalahan tenurial dengan 
memberikan akses legalitas pengelolaan kawasan 
hutan negara kepada masyarakat yang telah menghuni 
dan/atau mengelolanya. Masyarakat tersebut dinilai 
mampu memberikan kontribusi guna meningkatkan 
kesejahteraan, dan mereka juga menjalankan fungsi 
pelestarian hutan secara bersamaan.

Pada 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Peraturan Menteri 
LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. 
Peraturan tersebut mengatur lima skema PS, yakni: 
Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa/Nagari 
(HD/N), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan 
Adat (HA), dan Kemitraan. Sebelum peraturan ini 
diterbitkan, telah terdapat payung hukum untuk 
beberapa skema PS, namun masih bersifat parsial, 
seperti Permen Kehutanan No. P.55/2011 tentang HTR, 
P.39/2013 tentang Kemitraan Kehutanan, P. 88/2014 
tentang HKm dan P.89/2014 tentang HD (Banjade et al. 
2016). Berbagai payung hukum tersebut mencerminkan 
evolusi PS yang dimulai ketika masyarakat diberi akses 
mengelola lahan konsesi Perum Perhutani dalam skema 
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), yakni 
sejak era 1970-an.

Pada awal pencanangan program Reforma Agraria dan 
Perhutanan Sosial (RAPS), pemerintah menargetkan 
izin kelola PS kepada masyarakat seluas 12,7 juta ha, 
namun karena berbagai pertimbangan maka target 
tersebut direvisi menjadi 4,3 juta ha pada awal 2018. 
Berdasarkan riset Indonesia Budget Center (IBC), 
terlihat bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk 
program PS mengalami penurunan setiap tahun, dari 
Rp308 miliar di tahun 2015 menjadi hanya Rp165 
miliar di tahun 2017 (Sasongko 2017). Penurunan 
anggaran ini berdampak pada minimnya pendampingan 
kepada kelompok PS dan kurang optimalnya capaian 
pemberian izin PS selama beberapa tahun terakhir ini, 
sehingga perlu dilakukan revisi target.

Terlepas dari minimnya anggaran dan pendampingan, 
pelaksanaan dan dampak dari program PS jarang 
dikaji secara mendalam, terutama untuk menganalisis 
pemenuhan 3 (tiga) aspek utama yang menjadi 

tujuan PS, yaitu: penyelesaian permasalahan tenurial, 
peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian hutan. 
Salah satu persoalan yang muncul adalah absennya 
panduan evaluasi PS yang efektif. Dalam beberapa 
kesempatan diskusi, banyak pihak menilai bahwa 
kerangka evaluasi program PS di Indonesia yang 
dijelaskan melalui Peraturan Direktorat Jenderal 
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen 
PSKL) No. P. 2/2017 masih memerlukan penguatan, 
supaya kerangka tersebut dapat dipergunakan untuk 
menilai keberhasilan program PS dalam pencapaian 
tujuan. Selain itu, berdasarkan hasil diskusi dengan 
Ditjen PSKL dan beberapa pemangku kepentingan 
lainnya, kerangka evaluasi seharusnya didesain 
untuk melihat perkembangan dari pelaksanaan izin 
pengelolaan kawasan PS oleh kelompok masyarakat 
selama periode pemberian izin, yakni 35 tahun.

Penelitian atas pengembangan indikator dan metodologi 
evaluasi program PS oleh WRI Indonesia dilakukan 
dengan membandingkan tiga kerangka pengawasan 
dan evaluasi program PS yang telah dikembangkan oleh 
Ditjen PSKL KLHK, World Agroforestry Center (ICRAF) 
dan Yayasan Samanta. Selain itu, studi literatur juga 
dilakukan untuk menentukan indikator dan metodologi 
yang perlu dimasukkan ke dalam kerangka evaluasi PS. 
Studi literatur, salah satunya, difokuskan pada evaluasi 
program PS yang serupa di negara lain. Beberapa tujuan 
program PS, misalnya, senada dengan tujuan pemberian 
hak kelola hutan kepada masyarakat yang dijalankan 
di Meksiko, Nepal, dan Filipina (Baynes et al. 2015), 
sehingga sebagian kerangka indikator dan metodologi 
evaluasi program serupa tersebut dapat menjadi acuan 
bagi kerangka yang dikembangkan WRI. Sebagai 
catatan, studi ini hanya berfokus pada aspek evaluasi 
program PS, sehingga aspek pengawasan tidak dibahas 
dalam tulisan ini.

Hasil pengembangan indikator dan metodologi evaluasi 
ini kemudian diujikan kepada 2 (dua) skema PS, yaitu 
HKm Beringin Jaya dan HN Alam Pauh Duo Jorong 
Simancuang (HN Simancuang). Kedua lokasi uji coba 
ini memiliki karakter yang cukup serupa, seperti sama-
sama telah memiliki izin pengelolaan dengan usia lebih 
dari tiga tahun, berada di kawasan hutan lindung dan 
dinilai memiliki performa yang baik karena keduanya 
pernah meraih penghargaan Wanalestari dari KLHK. 
Lebih lanjut, hasil dari uji indikator dan metodologi 
ini dituliskan pada bagian penerapan yang kemudian 
dijadikan acuan dalam meningkatkan kerangka evaluasi 
program PS.
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PENGEMBANGAN KRITERIA EVALUASI 
BERBASIS PRINSIP PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA KEBERLANJUTAN
Pengembangan kriteria evaluasi program PS 
dilakukan melalui dua tahap, yakni studi literatur dan 
perbandingan kerangka evaluasi program PS yang 
sudah dikembangkan, baik oleh pemerintah dan non-
pemerintah. Berdasarkan hasil kajian literatur, studi 
terkait pengelolaan sumber daya bersama (common-
pool resources management) dijadikan sebagai rujukan 
utama dalam panduan ini. Kajian pengelolaan sumber 
daya secara berkelanjutan muncul sebagai bentuk reaksi 
dari fenomena ‘tragedy of the commons’ yang merujuk 
pada kerusakan lingkungan akibat ekstraksi sumber 
daya yang tidak terkendali (lihat misalnya Hardin 1968; 
Ostrom 2015).

Berbagai macam kajian tentang pengelolaan sumber 
daya ini kemudian mendasari Agrawal (2003) 
mengidentifikasi empat prakondisi dalam pengelolaan 
sumber daya secara berkelanjutan. Adapun empat 
prakondisi yang diidentifikasi Agrawal (2003) tersebut 
adalah: 1) karakter sistem sumber daya, 2) karakter 
kelompok, 3) pengaturan kelembagaan, dan 4) 
lingkungan eksternal (Tabel 1). Keempat prakondisi ini 
juga dapat diterapkan secara spesifik dalam konteks 
pengelolaan hutan mengingat hutan memiliki peran 
penting bagi kehidupan banyak orang (Agrawal, 
2007).  Prakondisi ini (Tabel 1) juga dinilai sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai melalui program 
PS, yaitu penyelesaian sengketa lahan dengan tetap 
mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan perlindungan hutan.

Selaras dengan kategorisasi prakondisi tersebut, Baynes 
et al. (2015) dalam studinya juga menemukan lima 
faktor kesuksesan program PS di Meksiko, Nepal, dan 
Filipina, yaitu status sosioekonomi, hak pengelolaan 

lahan, pengelolaan kelembagaan PS, dukungan 
pemerintah, dan keuntungan material bagi para 
anggota melalui hasil hutan. Kelima kunci keberhasilan 
ini sejalan dengan prakondisi pengelolaan hutan 
berkelanjutan yang dikembangkan oleh Agrawal (2007).

Dari empat prakondisi yang sudah disebutkan, 
perbandingan tiga kerangka evaluasi program PS 
dilakukan dengan tujuan guna mengidentifikasi 
kriteria evaluasi program PS dan menganalisis apakah 
kriteria penilaian tersebut sudah mencakup empat 
aspek pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dari 
ketiga kerangka tersebut, Perdirjen PSKL No. P.2/2017 
menjadi acuan resmi bagi pihak yang melakukan 
pengawasan dan evaluasi program PS. Dua kerangka 
lainnya yang dikembangkan oleh ICRAF dan Yayasan 
Samanta sebelum dikeluarkannya Perdirjen PSKL 
No. P.2/2017, dapat dijadikan pembanding untuk 
mengetahui apakah ketiga kerangka ini sudah memiliki 
indikator dan metodologi evaluasi yang komprehensif, 
untuk melihat dampak dari pelaksanaan program PS.

Peraturan Direktorat Jenderal PSKL No. P.2/2017
Peraturan Direktorat Jenderal PSKL No. P.2/2017 
(Perdirjen PSKL No. P.2 tahun 2017) tentang Pedoman 
Pembinaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perhutanan 
Sosial merangkum panduan monitoring dan evaluasi 
(monev) PS yang meliputi lima skema utama, yaitu HD, 
HKm, HTR, Hutan Adat, dan Kemitraan. Secara umum, 
perdirjen ini berfokus pada tiga aspek utama, yaikni: 
(1) pembinaan dan pengendalian, (2) pemantauan dan 
evaluasi, dan (3) pembiayaan PS. Pelaksanaan seluruh 
kegiatan pengawasan dan evaluasi ini diupayakan untuk 
diterapkan secara transparan, partisipatif, akuntabel, 
dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan gender. 

Dalam mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) 
PS, pemantauan dan pengendalian dilakukan berkala 
setiap enam bulan sekali yang difokuskan pada aspek 

Karakter Sumber Daya (SD) Kelompok Kerja (KK) Pengaturan Kelembagaan (PK) Lingkungan Eksternal (LE)

Mengacu pada aspek biofisik, 
seperti luas, keberadaan tapal 
batas, dan manfaat dari hasil 
hutan terhadap perekonomian 
masyarakat.

Mengacu pada aksi kolektif, 
seperti penetapan tapal batas, 
aturan kelompok, distribusi 
kesejahteraan, dan 
ketergantungan antaranggota.

Melihat bagaimana 
kelembagaan PS memengaruhi 
kondisi hutan, terutama terkait 
aturan yang mengikat anggota.

Mengkaji aspek budaya, 
kebijakan, pendampingan, dll 
dalam kaitannya dengan 
pengelolaan hutan.

Tabel 1  |   Prakondisi Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

Hasil olahan sendiri
Sumber: Agrawal 2003; Agrawal 2007
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pembinaan dan pengendalian PS. Pemantauan dan 
pengendalian PS dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Direktorat Jenderal PSKL dan UPT terkait 
lainnya yang terdiri dari Balai PSKL, Dinas Kehutanan 
Provinsi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan 
Pokja PPS dengan difasilitasi oleh Kepala Dinas dan 
Kepala UPT terkait. Pemantauan dan pengendalian 
ini ditujukan kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa 
(LPHD), gabungan kelompok tani (gapoktan) Hkm, 
kelompok pengurus HTR, kemitraan kehutanan, mitra 
konservasi, dan pemangku Hutan Hak atau Adat. 

Pembinaan dan pengendalian mencakup pemenuhan 
hak dan kewajiban dari setiap pemegang hak 
pengelolaan, baik HD, HKm, HTR, Hutan Adat, dan 
mitra kehutanan serta mitra konservasi. Kriteria hak 
dan kewajiban dalam kegiatan pendampingan secara 
umum meliputi aspek konservasi hutan, manajemen 
hutan berdasarkan kearifan lokal, pengembangan 
usaha, dan pemanfaatan hutan. Prosedur pelaporan 
pemantauan dan pengendalian PS oleh UPT terkait 
menggunakan sistem navigasi online atau sistem 
pelaporan manual.  

Mekanisme evaluasi PS dilakukan berkala setiap satu 
tahun sekali oleh Direktur yang mengacu pada hasil 
laporan pemantauan dan pengendalian dari setiap UPT. 
Seluruh hasil evaluasi dilaporkan oleh Direktur Jenderal 
PSKL kepada Menteri. Hasil evaluasi tersebut bertujuan 
untuk mendeteksi adanya pelanggaran maupun 
penyimpangan terhadap peraturan PS. Pedoman 
monev berperan penting dalam menyajikan mekanisme 
pelaksanaan dan pelaporan yang terukur dan akurat, 
sehingga kegiatan monev dapat dilaksanakan dengan 
efektif dan efisien.

Metode pelaksanaan dan pelaporan dalam Perdirjen 
PSKL No. P.2 tahun 2017 tidak dijelaskan secara 
komprehensif, terlebih pada informasi sistem evaluasi 
yang terbatas dan dilakukan secara terpusat. Hal ini 
dapat menyebabkan perbedaan interpretasi hasil 
laporan yang dilakukan ditingkat tapak. Selain itu, 
sistem penilaian terhadap setiap aspek monev PS 
dengan metode persentase memungkinkan terjadinya 
bias dalam penilaian karena belum ada standar 
penilaian yang jelas dan belum ada pula penjelasan 
detail dari setiap kriteria yang ada dalam penilaian 
monev PS.

Panduan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 
Hutan Desa Berbasis Masyarakat – ICRAF
Rahayu et al. (2016) dari World Agroforestry Centre 
atau ICRAF mengembangkan metode dan indikator 
pemantauan dan evaluasi PS, khususnya untuk 
skema HD. Secara umum, metode dan indikator yang 

dikembangkan ICRAF untuk skema PS terutama di 
kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) 
bersifat cukup umum. Pedoman tersebut dibuat sebagai 
bentuk tindak lanjut dari Permenhut No. 89/2014 
mengenai Hutan Desa (Permenhut ini dicabut dengan 
adanya Permen LHK No. 83/2016), terutama pada 
pasal 39 mengenai keperluan atas evaluasi skema HD 
minimal satu kali dalam kurun waktu 2 tahun kepada 
pemegang IUPHHK-HD.

ICRAF membagi indikator pengawasan dan evaluasi HD 
menjadi tiga indikator utama, yaitu: 1) kelembagaan, 
2) sosial ekonomi, dan 3) lingkungan. Ketiga indikator 
ini disusun berdasarkan hasil kajian yang disesuaikan 
dengan program dan kegiatan HD yang telah/sedang 
direncanakan, lalu disesuaikan kembali melalui 
penyusunan indikator secara partisipatif dalam 
diskusi kelompok yang mewakili seluruh komponen 
masyarakat desa. Indikator kelembagaan menekankan 
kepada komponen kegiatan yang diadakan oleh 
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan tingkat 
kepercayaan masyarakat desa terhadap lembaga 
tersebut. Selanjutnya, indikator sosial ekonomi 
difokuskan kepada komponen peningkatan terhadap: 
1) modal sumber daya manusia, 2) modal sarana fisik, 
dan 3) modal finansial. Lalu, komponen lingkungan 
menitikberatkan kepada kelestarian terhadap 
keanekaragaman modal sumber daya alam dan 
ekosistem hutan desa.

Pengambilan data dari ketiga indikator tersebut 
dilakukan melalui peninjauan dokumen-dokumen 
monografi desa maupun dokumen perencanaan hutan 
desa, diskusi kelompok terfokus kepada masyarakat 
desa yang termasuk dalam perwakilan sebagai berikut: 
1) pengurus dan 2) pengelola hutan desa, pengamatan 
lapangan, dan wawancara kepada informan kunci. 
Beberapa informan kunci tersebut, antara lain 1) tokoh 
masyarakat yang mengetahui mengenai hutan desa, 
2) anggota aktif dari hutan desa, maupun 3) pengurus 
kelembagaan hutan desa melalui kuesioner.

Dari indikator yang telah disusun tersebut, terlihat 
bahwa indikator pemantauan yang dipakai ICRAF 
telah memasukkan komponen kelembagaan, sosial 
ekonomi, dan lingkungan yang pada dasarnya cukup 
mewakili komponen evaluasi PS. Hampir seluruh 
indikator yang dinilai menggunakan scoring sederhana 
dengan 2–3 interval penilaian (indikator pemantauan 
dan evaluasi HD dinilai berdasarkan peningkatan, 
penurunan, atau tetapnya kondisi indikator dihitung 
dari tahun dasar). Jumlah responden juga cenderung 
sedikit karena bergantung hanya kepada informan kunci 
dan perwakilan masyarakat desa tertentu, sehingga 
berpotensi tidak menjadi representasi terhadap kondisi 
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hutan desa secara menyeluruh. Hal ini karena tidak 
memasukkan komponen anggota masyarakat desa yang 
kurang atau tidak aktif dalam kepengurusan maupun 
pengelolaan hutan desa.

Panduan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 
Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) – Yayasan 
Samanta
Sudarsono (2016) melalui Yayasan Masyarakat Nusa 
Tenggara (Samanta) mengembangkan sebuah panduan 
Monev untuk program Pengelolaan Hutan Berbasis 
Masyarakat (PHBM). Program PHBM merupakan 
cikal-bakal dari program PS sebelum diterbitkannya 
Peraturan Menteri LKH No. P.83/2016 tentang 
Perhutanan Sosial. Panduan Monev ini dirancang 
untuk diterapkan di empat skema PHBM, yaitu HKm, 
HD, HTR, dan Kemitraan. Evaluasi program PHBM ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak 
ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan serta 
keberlanjutan program (Sudarsono, 2016).

Secara umum, penilaian dilakukan dengan sistem 
scoring dan pembobotan untuk masing-masing kriteria 
yang dinilai, yaitu: aspek konservasi, produktivitas, 
kelembagaan, pendampingan, gender, dan administrasi. 
Nilai bobot berada di rentang 1–10 sedangkan 
untuk skor adalah 1–5. Pengambilan data dilakukan 
melalui beberapa metode, seperti wawancara, survei, 
pengamatan lapangan, dan pemeriksaan dokumen. 
Setelah dilakukan penilaian, hasil akhirnya akan 
diakumulasi dan dijadikan sebagai dasar untuk 
menentukan pada kategori mana kelompok yang 
dievaluasi akan dimasukkan. Kategori ini dibagi ke 
dalam lima tingkat, mulai dari kategori “Tidak Baik” 
hingga “Sangat Baik”.

Mekanisme penilaian dalam bentuk skor dan 
pembobotan ini kurang mampu menangkap aspek-
aspek yang sifatnya kualitatif karena pada akhirnya 
pengategorisasian capaian kelompok PS didasarkan 
pada hasil skor akhir. Dalam evaluasi, salah satu aspek 
yang menjadi kunci adalah bagaimana program PS 
ini sungguh-sungguh mampu memberikan dampak 
yang diharapkan, yaitu penyelesaian masalah tenurial, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 
melindungi hutan dari ancaman. Untuk dapat melihat 
dampak tersebut diperlukan waktu yang tidak singkat 
dan diperlukan upaya pendampingan secara terus-
menerus kepada kelompok masyarakat.

Identifikasi Kriteria Pengawasan dan Evaluasi
Dari ketiga kerangka evaluasi yang dibandingkan, 
terdapat setidaknya sebelas kriteria penilaian yang 
teridentifikasi seperti tercantum dalam Tabel 2. 

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kesebelas 
kriteria yang tercantum di tabel tersebut hanya 
memenuhi tiga dari empat prakondisi pengelolaan 
hutan secara berkelanjutan, dan belum ada kriteria 
penilaian yang menyentuh aspek lingkungan eksternal. 
Pada aspek lingkungan eksternal, kebijakan dan 
pendampingan menjadi beberapa aspek yang dapat 
menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 
Untuk itu, melalui serangkaian wawancara dengan 
berbagai pemangku kepentingan di sektor PS, seperti 
Dirjen PSKL, Dinas Kehutanan Provinsi, Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH), mitra pendamping 
lapangan, dan masyarakat, kriteria dan indikator 
evaluasi dikembangkan berdasarkan pada prakondisi 
pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

P.2/2017KRITERIA
PENILAIAN ICRAF SAMANTA KATEGORI

Catatan: SD = Karakter Sumber Daya; KK = Karakter Kelompok;
PK = Pengaturan Kelembagaan; LE = Lingkungan Eksternal
Sumber: Rahayu et al. 2016; Sudarsono 2016; Perdirjen PSKL No. P2/2017

Konservasi
hutan

Karbon

Persepsi
masyarakat

Kesejahteraan

Produktifitas

Gender

Kelembagaan

Manajemen
konflik

Infrastruktur

Satwa liar

Administrasi
dan Perencanaan

✓  ✓  ✓  SD  

-  ✓  -  SD  

-  -  ✓  KK

✓  ✓  -  SD, KK

✓  ✓  ✓  SD

-  ✓  ✓  KK

✓  ✓  ✓  PK

✓  -  ✓  PK

-  ✓  -  -  

-  ✓  -  -  

✓  -  ✓  -  

Prakondisi Pengelolaan Hutan
yang Berkelanjutan

Catatan: SD = Karakter Sumber Daya; KK = Karakter Kelompok;
PK = Pengaturan Kelembagaan; LE = Lingkungan Eksternal
Sumber: Rahayu et al. 2016; Sudarsono 2016; Perdirjen PSKL No. P2/2017

Konservasi
hutan

Karbon

Persepsi
masyarakat

Kesejahteraan

Produktifitas

Gender

Kelembagaan

Manajemen
konflik

Infrastruktur

Satwa liar

Administrasi
dan Perencanaan

✓  ✓  ✓  SD  

-  ✓  -  SD  

-  -  ✓  KK

✓  ✓  -  SD, KK

✓  ✓  ✓  SD

-  ✓  ✓  KK

✓  ✓  ✓  PK

✓  -  ✓  PK

-  ✓  -  -  

-  ✓  -  -  

✓  -  ✓  -  

Tabel 2   |   
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KRITERIA PENILAIAN 

Tabel 3  |    Kriteria, Indikator dan Kebutuhan Data Evaluasi Kelompok PS

Sumber: Merujuk pada Kerangka Multi-Criterial Assessment (CIFOR 1999) dan Adaptasi dari Agrawal (2007)

LI
NG

KU
NG

AN  

Tata Kelola Lahan 
 

Tata Kelola Lahan
 

Sistem kepemilikan dan pengelolaan lahan 
 

Konservasi Hutan 

 

Tutupan hutan
 

Data spasial areal kerja
 

Persepsi Terhadap Lingkungan  

 

Ketersediaan dan kualitas air  

 

Persepsi anggota PS

 Kualitas tanah

 

Persepsi anggota, penggunaan pupuk dan pestisida kimia 

 
Persepsi anggota terhadap hutan

 

Persepsi anggota

 

SO
SI

OE
KO

NO
M

I
 

Produktivitas

 

Nilai produksi

 

Total hasil hutan

 
Rantai-pasok 

 

Hasil hutan, data pemasaran

 
Peningkatan Kesejahteraan 

 
 

Kontribusi Pendapatan PS

 

Data penghasilan anggota

 
Kesejahteraan Subyektif

 

Persepsi anggota

 

Distribusi Pendapatan

 

Data penghasilan anggota, data simpan-pinjam 

 
 

Manajemen Pendapatan

 

Data agregat penghasilan anggota

 

Sosial

 

Gender

 

Persepsi anggota

 

INDIKATOR VERIFIKASI DATA

KE
LE

M
BA

GA
AN Keorganisasian Manajemen organisasi Struktur dan manajemen organisasi pendampingan

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) Penilaian kemampuan pengurus

Penanganan Konflik Ketahanan akan konflik Mekanisme penyelesaian konflik

INDIKATOR EVALUASI PROGRAM 
PERHUTANAN SOSIAL
Berdasarkan hasil perbandingan kriteria penilaian 
dalam kerangka pengawasan dan evaluasi PS, hasil 
wawancara dengan pemerintah, LSM pendamping 
PS dan masyarakat, WRI Indonesia mengembangkan 
indikator/kriteria penilaian program PS agar memenuhi 
keempat prakondisi pengelolaan hutan berkelanjutan 
(Agrawal, 2007). Indikator tersebut memerhatikan 
tujuan utama program PS yang dituliskan dalam 
Peraturan Menteri LHK No. P.83/2016, yaitu 
penyelesaian permasalahan tenurial dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
melestarikan hutan.

Secara umum, terdapat tiga kriteria utama yang 
dikembangkan dalam pedoman ini, yaitu lingkungan, 
sosioekonomi, dan kelembagaan. Ketiga kriteria 

induk ini lalu dikembangkan menjadi indikator-
indikator turunan yang lebih rinci seperti yang tertera 
di Tabel 3. Akan tetapi, indikator evaluasi ini lebih 
cocok untuk diterapkan di skema PS yang berada di 
dalam hutan berstatus hutan lindung dan konservasi, 
terutama karena indikator-indikator ini merujuk 
pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) 
dan jasa lingkungan. Meskipun indikator evaluasi ini 
hanya diuji di skema HKm dan HD, pedoman ini tetap 
dapat digunakan untuk mengevaluasi skema PS lain 
selama status kawasannya adalah hutan lindung atau 
konservasi.

Kriteria Lingkungan
Kriteria lingkungan dikelompokkan menjadi tiga, 
yaitu: 1) tata kelola lahan, 2) konservasi hutan, dan 3) 
persepsi terhadap lingkungan. Ketiga kriteria tersebut 
ditentukan berdasarkan salah satu tujuan utama 
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program PS di Indonesia, yakni konservasi hutan.

Tata Kelola Lahan
Dalam studi yang dilakukan oleh Baynes et al. (2015), 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat seharusnya 
dapat memberikan keamanan bagi masyarakat untuk 
1) mengakses dan mengambil sumber daya dari 
dalamnya, 2) mengelola lahan, 3) membatasi akses 
bagi non-anggota, dan 4) menjual atau menyewakan 
lahan. Ketika upaya  pemenuhan aspek-aspek 
tersebut berkurang, maka motivasi masyarakat untuk 
menjalankan program PS juga akan menurun (Baynes 
et al. 2015). Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh 
Agrawal (2003 & 2007) juga menunjukkan bahwa 
penetapan tapal batas sumber daya yang dikelola oleh 
masyarakat menjadi salah satu aspek yang mendukung 
pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Dalam konteks PS di Indonesia, masyarakat anggota 
kelompok PS hanya diperbolehkan untuk mengakses, 
mengambil sumber daya, dan mengelola lahan. Selain 
itu, program PS juga memuat aspek eksklusivitas, 
artinya hanya anggota yang terdaftar yang secara legal 
diperbolehkan untuk mengelola lahan serta terdapat 
larangan untuk menjual ataupun menyewakan lahan 
tersebut. Pada kriteria evaluasi PS, aspek tata kelola 
perlu difokuskan untuk mengecek pola pengelolaan 
kawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui 
beberapa analisis: 1) sejarah kedatangan penduduk, 
2) tata cara pembagian lahan garapan, dan 3) aturan-
aturan sosial dan kelompok terkait dengan pengelolaan 
kawasan.

Pengumpulan data tata kelola lahan dilakukan melalui 
metode survei, diskusi kelompok terfokus dengan 
pengurus kelompok PS dan wawancara. Di dalam 
survei yang diajukan kepada anggota kelompok PS 
terdapat pertanyaan yang didesain untuk melihat faktor 
pendorong kedatangan ke sekitar kawasan dan lokasi 
lahan, juga apakah izin PS dapat memberikan rasa aman 
untuk mengelola kawasan. Selain itu, diskusi kelompok 
terfokus yang terdiri dari para pengurus kelompok lebih 

diarahkan kepada aspek pengelolaan kawasan oleh 
masyarakat, termasuk peraturan perlindungan hutan, 
sejarah tata guna lahan, dan proses perizinan PS. Untuk 
wawancara mendalam lebih difokuskan pada tugas dan 
wewenang para pemangku kepentingan di tingkat tapak 
dalam pengelolaan kawasan. Data tata kelola lahan 
ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam 
melakukan analisis terhadap aspek-aspek lainnya, 
seperti konservasi hutan dan kesejahteraan.

Konservasi Hutan
Dalam Perdirjen PSKL No. 16 Tahun 2016, PS 
mempertimbangkan aspek konservasi dan lindung 
dengan penetapan blok atau zona konservasi yang 
memperhatikan keberadaan sumber air dan pengayaan 
hutan dengan fasilitasi UPT atau Pokja PPS. Dalam 
skema PS yang berada di wilayah hutan lindung, 
kelompok tani yang mengajukan perizinan memiliki 
kewajiban untuk menentukan zona lindung di dalam 
wilayah PS. Namun, kebijakan ini belum diterapkan 
secara menyeluruh di skema PS. Dalam upaya mencapai 
salah satu tujuan utama PS yaitu pelestarian hutan dan 
lingkungan, kriteria konservasi hutan ini akan menilai 
ketercapaian aspek konservasi baik di skema PS yang 
menetapkan zona lindung maupun tidak. 

Konservasi hutan diukur berdasarkan tingkat 
kehilangan tutupan pohon (tree cover loss) di dalam 
area SK PS. Data kehilangan tutupan pohon yang 
digunakan merepresentasikan kehilangan tutupan 
pohon tahunan (2001–2016) dengan ketinggian 
lebih dari 5 meter dalam suatu area dengan resolusi 
spasial 30 meter (Hansen et al. 2013). Lebih lanjut 
lagi, kehilangan tutupan pohon yang terjadi di dalam 
hutan primer disebut sebagai kehilangan tutupan 
hutan (forest cover loss). Data hutan primer Indonesia 
yang digunakan mengacu pada Margono et al. (2014), 
yang mendefinisikan hutan primer  sebagai “tutupan 
hutan alam dewasa seluas 5 ha atau lebih yang 
mempertahankan komposisi dan struktur alami, dan 
belum sepenuhnya dibuka atau ditanam kembali”. 
Secara umum, alur pengolahan data spasial terbagi 
kedalam dua tahap sebagai berikut:
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Pada tahap pertama, analisis masking bertujuan untuk 
mendeteksi area perhutanan sosial yang kehilangan 
tutupan pohon pada tahun 2001-2016. Masking 
merupakan proses ekstraksi data input berdasarkan 
cangkupan area tertentu, dimana dalam analisis ini, 
data kehilangan tutupan pohon se-Indonesia diekstraksi 
dengan data area PS. Selanjutnya, pada tahap kedua 
dilakukan analisis overlay atau tumpang tindih 
terhadap data kehilangan tutupan pohon di area PS dan 
data tutupan hutan. Tutupan hutan dalam analisis ini 
terbagi menjadi dua, yaitu hutan primer dan non hutan 
primer. Sehingga, hasil dari pengolahan data kehilangan 
tutupan hutan historis sudah terklasifikasi berdasarkan 
jenis tutupan hutan di dalam kawasan PS yang menjadi 
fokus dalam evaluasi PS.

Persepsi terhadap Hutan dan Lingkungan
Sebuah tantangan besar dalam manajemen kawasan 
hutan yang berkelanjutan adalah menjaga sumber daya 
hutan. Dalam perkembangan global, pemberian hak 
kepada masyarakat untuk mengelola hutan merupakan 
pendekatan yang digunakan dalam upaya konservasi 
dan memerangi degradasi hutan (White and Martin, 
2002; Bixler, 2014; Baynes et al. 2015). Beberapa riset 
membuktikan bahwa keberhasilan konservasi hutan 
ditentukan oleh pengetahuan (Sheil, et al. 2006) dan 
persepsi masyarakat sebagai pemangku kentingan 
yang mempengaruhi proses konsepsi, manajemen, 

implementasi, dan pemantauan (Beyerl et al. 2016). 
Dalam evaluasi PS ini, analisis persepsi masyarakat 
terhadap hutan dan lingkungan bertujuan untuk 
mengetahui perspektif serta motivasi masyarakat dalam 
menjaga hutan.

Pengumpulan data persepsi masyarakat dilakukan 
melalui survei dengan menggunakan skala likert 
dengan lima skor penilaian. Pertanyaan dalam 
kuisioner mengenai pandangan masyarakat tentang 
seberapa penting aspek-aspek konservasi hutan di 
area PS dan kondisi lingkungan serta keterkaitannya 
dengan konservasi. Aspek konservasi hutan di area 
PS diantaranya penanaman pohon tajuk tinggi, 
pelarangan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
dan keamanan hutan. Sementara, kondisi lingkungan 
berfokus pada tiga indikator, diantaranya (1) air, 
(2) tanah, dan (3) ancaman bencana. Pemilihan 
ketiga indikator ini berdasarkan pada indikator yang 
dipengaruhi secara langsung oleh kondisi tutupan 
hutan.

Pada indikator air, persepsi ditelusuri berdasarkan 
pandangan masyarakat terhadap kondisi tutupan hutan 
dan pengaruhnya terhadap kualitas dan kuantitas 
sumber air baik untuk kebutuhan rumah tangga 
maupun pertanian. Indikator tanah merekam persepsi 
masyarakat terhadap kualitas tanah, serta penggunaan 
pupuk dan pestisida. Sedangkan, degradasi lingkungan 

Diagram 1   |   Alur kerja pengolahan data spasial indikator konservasi hutan 1

Kehilangan Tutupan Pohon
tahun 2001-2016

Area SK PS

Overlay dengan kawasan
hutan primer

Overlay dengan non kawasan
hutan primer

Kehilangan tutupan pohon
di kawasan non hutan

primer area SK PS
tahun 2001-2016

Kehilangan tutupan pohon
di kawasan hutan
primer area SK PS
tahun 2001-2016

Masking

Tahap 1
Tahap 2

Kehilangan tutupan pohon di area SK PS
tahun 2001-2016

Sumber: Ilustrasi Penulis
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seperti penurunan kualitas lingkungan dan ancaman 
bencana yang terjadi di area perhutanan sosial dan 
permukiman.

Kriteria Sosioekonomi
Pada kriteria ini, terdapat lima indikator yang 
akan dinilai dengan menggunakan data primer dan 
sekunder. Adapun kelima indikator tersebut adalah 
1) kontribusi pendapatan dari Perhutanan Sosial, 2) 
distribusi pendapatan, 3) manajemen pendapatan, 4) 
kesejahteraan subyektif, dan 5) gender.

Kontribusi Pendapatan dari Perhutanan Sosial
Berbagai penelitian telah dilakukan guna menganalisis 
kaitan antara pendapatan hutan dan penghidupan 
masyarakat hutan (Vedeld, et al. 2004, Córdova, et al. 
2013, Mukul, et al. 2016, Mamo , Sjaastad and Vedeld 
2017), termasuk bila dibandingkan dengan pendapatan 
lain dari sektor non-kehutanan (McElwee 2010). 
Pendapatan hutan dalam konteks evaluasi kelompok PS 
merupakan pendapatan masyarakat dari perhutanan 
sosial, dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi 
perubahan pendapatan dan kesejahteraan pada 
tingkat rumah tangga dengan adanya perhutanan 
sosial (Aji, et al. 2015). Besaran kontribusi perhutanan 
sosial terhadap kesejahteraan masyarakat hutan 
diproksikan dengan besaran kontribusi pendapatan 
dari perhutanan sosial terhadap pendapatan total 
dari anggota perhutanan sosial. Besaran kontribusi 
pendapatan dari perhutanan sosial pada umumnya 
menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan 
masyarakat terhadap kawasan hutan perhutanan sosial 
dan seberapa signifikan kawasan hutan berpengaruh 
terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 
secara keseluruhan.

Penghitungan kontribusi pendapatan dari perhutanan 
sosial dapat dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif, dimana dihitung keseluruhan 
pendapatan pada tingkat rumah tangga, yaitu jumlah 
keseluruhan pendapatan dari seluruh anggota rumah 

tangga yang bersifat tetap, seperti pendapatan dari gaji 
maupun upah dari sektor perhutanan sosial (buruh 
tani, buruh kebun, dan lain-lain) maupun sektor non-
perhutanan sosial (PNS, swasta, buruh bangunan, dan 
lain-lain), maupun pendapatan tidak tetap, termasuk 
pendapatan yang didapat dari sektor perhutanan sosial 
(seperti pertanian dan perkebunan yang dilakukan pada 
kawasan perhutanan sosial) maupun dari sektor non-
perhutanan sosial (seperti pertanian, perkebunan, dan 
peternakan yang dilakukan di luar kawasan perhutanan 
sosial). Dalam kuesioner terdapat pertanyaan terkait 
produktivitas mereka baik dari sektor perhutanan sosial 
maupun sektor non-perhutanan sosial sehingga dapat 
dihitung total pendapatan mereka dan seberapa besar 
pengaruh dari sektor non-perhutanan sosial terhadap 
keseluruhan pendapatan mereka. Besaran kontribusi 
pendapatan dapat dihitung melalui metode kontribusi 
persentase dengan rumus sebagai berikut:

Distribusi Pendapatan
Kesejahteraan masyarakat pada umumnya dapat 
diukur melalui total pendapatan yang dihasilkan dari 
suatu wilayah (Aji, et al. 2015). Namun, angka ini tidak 
dapat sepenuhnya menggambarkan distribusi atau 
pemerataan pendapatan dari seluruh penduduk wilayah 
tersebut, termasuk pendapatan dari perhutanan sosial, 
baik dari sektor lahan maupun non-lahan. Oleh karena 
itu, diperlukan analisis mengenai distribusi pendapatan, 
untuk menggambarkan tingkat distribusi pendapatan 
dari anggota perhutanan sosial.

Distribusi pendapatan masyarakat anggota perhutanan 
sosial dapat digambarkan dengan kurva Lorenz (Todaro 
and Smith 2012), yang menunjukkan variasi dari total 
distribusi pendapatan penduduk, dibandingkan dengan 
garis pemerataan sempurna. Semakin jauh kurva Lorenz 
dari garis pemerataan sempurna, semakin tidak merata 
distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat 
(Diagram 2).



KERTAS KERJA  |  Agustus 2019  |  13

Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HN)

Untuk melakukan perhitungan, diperlukan data 
komponen pendapatan anggota selama satu tahun 
terakhir yang dibagi ke dalam pendapatan yang berasal 
dari hasil pengelolaan kawasan PS, pendapatan yang 
bukan dari kegiatan PS dan pendapatan total. Nilai 
dari koefisien gini terhadap kriteria dari distribusi 
pendapatan menunjukkan kategori ketimpangan di 
suatu area perhutanan sosial (Tabel 4).

Kriteria Distribusi PendapatanNilai
Koefisien Gini

Sumber: Todaro dan Smith (2012)

< 0,20

0,20-0,35

0,36-0,50

0,51-0,79

>0,8

Tabel 4   |   Kriteria Distribusi Pendapatan
dibandingkan dengan Nilai Koefisien Gini

Ketimpangan sangat rendah

Ketimpangan rendah

Ketimpangan sedang

Ketimpangan tinggi

Ketimpangan sangat tinggi

Untuk melengkapi nilai koefisien gini, distribusi 
pendapatan dapat dilihat dengan membagi responden 
ke dalam lima kelompok kuintil atau dengan 
proporsi masing-masing 20% dari total responden. 
Pembagian ini dilakukan dengan mengurutkan 
responden berdasarkan pendapatan total tahunan 
dari yang terendah hingga tertinggi terlebih dahulu. 
Setelah melakukan pembagian kelompok, analisis 
dapat dilakukan dengan membandingkan proporsi 
pendapatan masing-masing kelompok dengan variable 
lain, misalnya luas lahan dan jumlah pekerjaan. 
Visualisasi dapat dilakukan dengan pembuatan tabel 
atau grafik seperti berikut:

Diagram 2   | Ilustrasi Kurva Lorenz mengenai Distribusi Ketimpangan
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Pengukuran distribusi pendapatan dapat dilakukan 
menggunakan koefisien gini, yang juga digunakan 
oleh BPS. Koefisien gini memiliki nilai antara nol 
sampai satu, di mana semakin tinggi nilai koefisien 
gini maka semakin tinggi pula ketimpangannya (Tabel 
4). Perhitungan koefisien gini dapat dilakukan dengan 
rumus berikut:

 

 

Fi	 : Frekuensi penduduk dalam 
	   kelas pendapatan ke-i

Yi	 : Frekuensi kumulatif dari total pendapatan 	
	   kelas pendapatan ke-i

Yi-1	 : Frekuensi kumulatif dari total pendapatan 	
	   kelas pendapatan ke (i-1)
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Rentang PendapatanKelompok Proporsi Pendapatan Luas Lahan (Ha)

Tabel 5  |   Contoh Tabel Distribusi Pendapatan berdasarkan Kuintil

Sumber: Ilustrasi Penulis

20% Terbawah 1-1.000.000

1.000.001-3.000.000

3.000.001-8.000.000

8.000.001-10.000.000

10.000.001-15.000.000

1%

5%

15%

30%

49%

0,7

1,0

1,3

1,5

2,0

20% Kedua

20% Ketiga

20% Keempat

20% Teratas

Penjelasan contoh tabel distribusi pendapatan pada 
Tabel 5 dilakukan dengan melihat seberapa besar 40% 
masyarakat dengan penghasilan terendah berkontribusi 
terhadap total pendapatan responden. Lebih lanjut, 
analisis distribusi pendapatan ini juga dapat dilengkapi 
dengan data perbandingan rerata lahan garapan yang 
dimiliki di masing-masing kelompok pendapatan. 
Hal ini bertujuan untuk melihat apakah luas lahan 
yang dimiliki berbanding lurus dengan pendapatan 
masyarakat.

Manajemen Pendapatan
Manajemen pendapatan dilakukan oleh anggota PS 
mengenai kecenderungan mereka dalam melalukan 
simpanan dan pinjaman pada level rumah tangga dari 
keseluruhan struktur pendapatan mereka (Markos 
2015). Rasio simpanan dihitung berdasarkan tingkat 
simpanan yang dilakukan dibandingkan dengan total 
pendapatan mereka. Data mengenai rasio simpanan 
maupun rasio pinjaman akan menentukan seberapa 
besar kecenderungan suatu rumah tangga dalam 
kemampuannya untuk mengalokasikannya kepada 
investasi yang produktif, memitigasi keperluan tidak 
terduga, dan membangun aset (Anderson 2015). Data 
mengenai rasio simpanan juga dilengkapi oleh data 
mengenai bentuk, tujuan, jangka waktu dari simpanan 
maupun pinjaman yang dilakukan untuk mengetahui 
arah manajemen pendapatan dari keluarga tersebut.

Kesejahteraan Subyektif
Pengukuran kesejahteraan tidak bisa hanya dilakukan 
melalui metode dan ukuran – ukuran obyektif saja, 
tetapi perlu juga diukur melalui kacamata masyarakat 
sebagai subyek utama dalam program perhutanan sosial 
(Aji, et al. 2015). Hal ini dikarenakan kesejahteraan 
subyektif menyediakan perhitungan yang menilai 
kesejahteraan dari dimensi pendapatan dan non-
pendapatan (Graham 2016). Penilaian kesejahteraan 

subyektif sendiri merupakan salah satu kajian dalam 
ilmu psikologi yang mencoba untuk memahami evaluasi 
masyarakat terhadap kualitas hidup mereka, termasuk 
penilaian dan reaksi terhadap persepsi mereka (Proctor 
2014). Pengukuran kesejahteraan secara subyektif 
difokuskan pada persepsi masyarakat akan kondisi 
kesejahteraan mereka, terutama kesejahteraan sebelum 
dan sesudah adanya perhutanan sosial. 

Pengukuran kesejahteraan subyektif dilakukan 
dengan metode skala Likert (1932), yang merupakan 
skala psikometrik untuk mengukur perilaku dan 
pendapat dengan tingkatan nilai tertentu (Sullivan 
and Artino 2013). Dalam kuesioner, responden 
mendapatkan pertanyaan mengenai persepsi atas 
kesejahteraan mereka sendiri, seperti adanya potensi 
perubahan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan 
serta aksesibilitas kepada pasar sebelum maupun 
sesudah adanya perhutanan sosial. Selanjutnya, data 
yang didapatkan akan digunakan untuk menjadi data 
tambahan guna melengkapi data mengenai indikator-
indikator ekonomi lain dari anggota PS tersebut. 

Gender
Gender menjadi salah satu aspek penilaian kelompok 
PS meskipun aspek ini tidak menjadi salah satu 
tujuan utama dari pelaksanaan program PS. Penilaian 
terhadap aspek gender di program PS diperlukan untuk 
memahami bagaimana pembagian peran laki-laki 
dan perempuan dalam pengelolaan hutan. Beberapa 
studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan 
dalam pengelolaan memberikan dampak positif 
terhadap terjaganya kondisi hutan (Ray et al. 2017). 
Hal ini karena perempuan memiliki ketergantungan 
lebih terhadap hutan yang kemudian mempengaruhi 
pandangan mereka terhadap pentingnya untuk menjaga 
hutan. Meskipun demikian, studi yang dilakukan 
oleh Mwangi et al. (2011) juga menunjukkan bahwa 
komposisi yang seimbang antara perempuan dan laki-
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laki dalam pengelolaan hutan memberikan dampak 
yang lebih baik disbanding kelompok yang homogen.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri LHK No. P.83/2016 
disebutkan bahwa pemegang izin pengelolaan 
kawasan PS, dalam hal ini kelompok masyarakat, 
berhak “mendapat perlakuan yang adil atas dasar 
gender atau bentuk lainnya.” Oleh karena itu dalam 
melakukan evaluasi program PS, aspek gender perlu 
untuk dimasukkan. Utamanya, penilaian aspek 
gender bertujuan untuk memahami dua aspek, yaitu 
1) konstruksi gender di lokasi PS, dan 2) pembagian 
peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga dan 
pengelolaan hutan.

Data awal terkait dengan konstruksi gender dapat 
diperoleh dari beberapa sumber, seperti profil kelompok 
dalam dokumen perencanaan dan juga studi literatur 
terkait dengan lokasi PS yang akan dievaluasi. Meskipun 
demikian, metode pengambilan data utama untuk 
indikator gender adalah melalui survei, wawancara dan 
diskusi kelompok (FGD). Khusus untuk data survei yang 
berisi mengenai persepsi terhadap pembagian peran 
berbasis gender, data diolah dengan perangkat statistik 
untuk melihat kecenderungan agregat dari responden.

Kriteria Kelembagaan
Di tingkat tapak, lembaga masyarakat pengelola 
kelompok PS memegang peranan penting dalam 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PS. Lembaga 
ini dapat berbentuk kelompok tani hutan (KTH) atau 
gabungan kelompok tani hutan (gapoktan) maupun 
lembaga pengelola hutan desa atau nagari (LPHD atau 
LPHN) yang beranggotakan masyarakat setempat. 
Untuk itu, evaluasi kelembagaan dilakukan untuk 
melihat beberapa aspek spesifik, yaitu 1) tata kelola 
lahan, 2) manajemen organisasi, 3) kapasitas sumber 
daya manusia (SDM), dan 4) manajemen konflik.

Manajemen Organisasi
Studi yang dilakukan oleh Agrawal (2003) 
menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan menjadi 
salah satu aspek yang ditemui dalam studi-studi 
terkait dengan pengelolaan sumber daya alam secara 
berkelanjutan. Pengaturan kelembagaan melihat 
bagaimana peraturan terkait dengan tata kelola sumber 
daya diberlakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, 
terdapat beberapa kriteria pengaturan kelembagaan 
yang baik, seperti 1) aturan yang mudah dipahami dan 
diterapkan, 2) dibuat berdasarkan kondisi masyarakat, 
3) dapat mengatasi konflik dan 4) mengikat (Agrawal, 
2007).

Dalam kaitannya dengan kriteria evaluasi PS, aspek 
pengaturan kelembagaan menjadi aspek yang perlu 

untuk dilihat, terutama dalam bentuk manajemen 
organisasi di mana ketiga kerangka evaluasi yang telah 
dibandingkan sudah memasukkan kriteria tersebut. 
Pada evaluasi PS, manajemen organisasi digunakan 
untuk memahami bagaimana organisasi pengelola PS 
menjalankan fungsinya dalam mengoordinir anggota, 
menjalankan program PS dan melakukan perlindungan 
terhadap hutan. Dalam konteks PS, lembaga masyarakat 
pengelola PS biasanya berbentuk gabungan kelompok 
tani (Gapoktan), koperasi, atau jenis kelompok 
masyarakat lainnya. Sedangkan khusus untuk skema 
HD, kelompok pengelola PS disebut sebagai Lembaga 
Pengelola Hutan Desa/Nagari (LPHD/N) yang 
pembentukannya disahkan oleh pemerintah desa atau 
nagari setempat.

Evaluasi terkait dengan manajemen organisasi 
dilakukan dengan melakukan telaah dokumen 
perencanaan organisasi, seperti Anggaran Dasar 
(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), FGD dan 
wawancara dengan pengurus kelompok. Melalui 
FGD dan wawancara, data-data terkait dengan 
penyelenggaraan program PS di tingkat tapak, upaya 
pembinaan kepada anggota, upaya pengembangan 
usaha kelompok serta manajemen keuangan dapat 
diperoleh. Di samping itu, pengambilan data persepsi 
dari masyarakat terkait dengan kepuasan terhadap 
pendampingan yang diberikan juga perlu untuk 
dilakukan. Pandangan anggota terhadap pendampingan 
yang ada kemudian dibandingkan dengan apa yang 
disampaikan oleh pengurus dalam FGD dan wawancara 
sebagai bentuk verifikasi.

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Indikator ini merupakan aspek yang belum banyak 
dinilai dalam kerangka pengawasan dan evaluasi PS. 
Melalui indikator ini, kapasitas pengelola kelompok PS 
dapat dipetakan, sehingga bisa menjadi acuan dalam 
menentukan pelatihan yang dibutuhkan oleh pengelola 
dalam menjalankan fungsinya. Jika merujuk pada 
Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 57/2014 tentang 
Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH), 
terdapat tiga aspek pendampingan yang dijadikan 
sebagai acuan dalam pengembangan kapasitas KTH, 
yaitu 1) kelola kelembagaan, 2) kelola kawasan, dan 3) 
kelola usaha.

Kami kemudian melakukan identifikasi keterampilan 
yang diperlukan oleh pengurus kelompok PS dengan 
merujuk pada aturan pemerintah, wawancara dengan 
pendamping dan pengurus, serta studi literatur. 
Hasilnya, terdapat setidaknya sembilan keterampilan 
yang perlu dimiliki oleh pengurus kelompok PS, yaitu 
1) perencanaan, 2) penguasaan komputer, 3) pemetaan, 
4) manajemen keuangan, 5) pertanian, 6) pemasaran, 
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7) akses permodalan, 8) penanganan konflik, dan 9) 
fasilitasi (Tabel 6). Studi yang dilakukan oleh Amani 
(2016) menunjukkan bahwa kemampuan individu 
pengurus kelompok tani, dalam hal ini pengurus HKm, 
amat penting karena kemampuan-kemampuan ini 
diperlukan untuk mendukung kinerja kelompok HKm 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan beberapa informasi tersebut, 
pengambilan data dilakukan melalui metode survei 
kepada pengurus kelompok PS. Pertanyaan yang 
diajukan dalam kuesioner menggunakan skala likert 
dari satu sampai lima dan pengurus melakukan 
pengisian kuesioner sendiri agar mengurangi bias saat 
pengisian. Hasil jawaban yang dituliskan di dalam 
kuesioner diolah dengan melihat nilai rata-rata dari 
masing-masing kriteria di mana nilai rata-rata tiga 
(cukup baik) dapat dijadikan standar minimal.

Fokus pengembangan kapasitas dilihat dari aspek 
dengan nilai rata-rata kurang dari atau sama dengan 
dua. Selain itu, pertanyaan mengenai jenis keterampilan 
apa yang ingin dikembangkan juga ditanyakan dalam 
kuesioner untuk menjadi pertimbangan bagi evaluator 
dalam menentukan jenis peningkatan kapasitas yang 
diprioritaskan.

Manajemen Konflik Tenurial
Manajemen konflik menjadi indikator yang penting 
dalam evaluasi kelompok PS karena aspek penyelesaian 
konflik tenurial merupakan tujuan dari diadakannya 
program PS, yaitu dengan memberikan hak akses 
pengelolaan hutan kepada masyarakat. Pada dasarnya, 
indikator ini menganalisis kesiapan pengelola PS 
mengelola konflik lahan di dalam kawasan PS. Selain 
karena aspek penyelesaian konflik tenurial menjadi 
tujuan program PS, pengelolaan hutan oleh masyarakat 
masih rentan akan terjadinya perpindahan hak kelola 
secara informal antarmasyarakat, seperti melalui 
jual-beli dan pewarisan tanah. Untuk itu, pengurus PS 
sebagai pihak yang melakukan pengorganisasian dan 
pembinaan langsung kepada masyarakat anggota PS 
perlu melakukan manajemen konflik secera mandiri 
sebagai bentuk dari pengelolaan adaptif (Agrawal, 
2007).

Merujuk pada Peraturan Menteri LHK No. P.84/2015, 
konflik tenurial didefinisikan sebagai “bentuk 
perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, 
pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan 
hutan.” Dalam konteks PS, konflik tenurial dapat terjadi 
ketika hak kelola berpindah dari satu pihak ke pihak lain 
karena jual-beli atau perpindahan hak kelola kepada 

KeteranganKeterampilan

Tabel 6  |   Daftar Keterampilan Pengurus Kelompok PS

Sumber: Ilustrasi Penulis

Perencanaan  

Kemampuan Komputer

 

Pemetaan  

 

Manajemen Keuangan

 

Pertanian
 

Pemasaran

 

Akses Permodalan

Penanganan Konflik 

Fasilitasi

Pembuatan rencana kerja, pengelolaan kawasan dan kelompok

Keterampilan dasar k omputer untuk menunjang kinerja pengurus dan kelompok

Membaca peta, batas kawasan, penggunaan GPS dan pemetaan partisipatif

Pengelolaan keuangan secara umum, termasuk kas kelompok

Pengelolaan lahan dan komoditas, termasuk pengolahan pasca-panen

Melakukan ekspansi pasar dan membangun jejaring usaha

Pengetahuan mengenai prosedur pinjaman untuk PS

Identifikasi potensi penengah sengketa dan perilaku terhadap konflik

Frekuensi dan kapasitas dalam memberikan sosialisasi kepada anggota



KERTAS KERJA  |  Agustus 2019  |  17

Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HN)

keturunan anggota tanpa adanya pencatatan yang jelas. 
Metode utama pengumpulan data dilakukan melalui FGD 
dengan pengurus PS dan wawancara kepada pengurus 
PS, KPH, pendamping dan pemerintah desa. Pertanyaan 
yang diajukan dalam diskusi terkait mekanisme 
penyelesaian konflik tenurial secara formal dan juga 
informal atau dengan mekanisme adat (modal sosial).

Metode utama pengumpulan data dilakukan melalui 
FGD dengan pengurus PS dan wawancara kepada 
pengurus PS, KPH, pendamping dan pemerintah 
desa. Pertanyaan yang diajukan dalam diskusi terkait 
mekanisme penyelesaian konflik tenurial secara formal 
dan juga informal atau dengan mekanisme adat (modal 
sosial). Dari sisi anggota PS, mekanisme penyelesaian 
konflik ini juga ditanyakan kepada responden untuk 
mengetahui apakah mereka memahami mekanisme 
penyelesaian konflik yang dimiliki oleh pengurus PS. 
Lebih lanjut, indikator ini juga dapat digunakan untuk 
mendeteksi apakah konflik tenurial masih terjadi sejak 
izin pemanfaatan kawasan PS diberikan. Indikasi 
insiden konflik tenurial yang diperoleh melalui survei 
kepada anggota dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 
pemangku kepentingan terkait untuk melakukan 
investigasi dan resolusi konflik.

KETENTUAN DAN PERSIAPAN EVALUASI
Evaluasi program PS dilakukan setidaknya lima tahun 
sekali oleh Dirjen PSKL dengan Kelompok Kerja 
Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dan Dinas 
Kehutanan sebagai pelaksana, sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Dirjen PSKL No. P.2/2017. Berdasarkan hasil 
penerapan kerangka evaluasi ini, diperlukan setidaknya 
tiga orang analis, serta beberapa enumerator dan 
fasilitator lokal untuk melakukan pengambilan data 
primer (Tabel 7).

Analis memegang peran terpenting dalam proses 
evaluasi ini karena mereka yang akan melakukan 
pembuatan kuesioner, mengorganisir pengumpulan 
data dan tentunya melakukan analisis dan tabulasi 
data. Untuk itu, posisi ini seharusnya dipegang oleh 
pihak pemerintah, dalam hal ini Ditjen PSKL atau 
Dinas Kehutanan setempat. Pengambilan data primer 
melalui survei dilakukan oleh enumerator yang 
jumlahnya menyesuaikan jumlah responden. Sebagai 
gambaran, seorang enumerator idealnya mampu untuk 
menyelesaikan pengambilan dan input data sebanyak 5 
-6 kuesioner per hari.

Selain untuk mengetahui dampak dan perkembangan 
dari penerapan program PS, hasil evaluasi ini juga dapat 
digunakan sebagai rujukan bagi pelaksana lapangan dan 
pendamping untuk menentukan arah pengembangan 
kelompok PS selanjutnya. Untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas, laporan evaluasi 
juga dapat dimasukkan ke dalam Sistem Navigasi 
Perhutanan Sosial (SINAV) yang tengah dikembangkan 
oleh KLHK.

Instansi AsalKebutuhan Tenaga Jumlah

Tabel 7   |   Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelaksanaan Evaluasi

Sumber: Hasil olahan sendiri berdasarkan penerapan kerangka evaluasi tahun 2018

Analis GIS  Balai PSKL, Dinas Kehutanan, Pokja PPS

Balai PSKL, Dinas Kehutanan, Pokja PPS

Balai PSKL, Dinas Kehutanan, Pokja PPS

  1 orang 

Analis Ekonomi   1 orang 

Analis Sosial   1 orang 

Enumerator  Pendamping atau Pokja PPS

Pokja PPS, pendamping, atau pengurus kelompok

  Tergantung jumlah responden

Fasilitator lapangan
 

1 –  2 orang
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TAHAPAN EVALUASI
Secara umum, terdapat dua tahapan utama yang dapat 
dilakukan untuk mengevaluasi kelompok PS, yaitu 1) 
penilaian awal dan 2) pengecekan langsung. Penilaian 
awal bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari 
lokasi PS yang akan dievaluasi sedangkan pengecekan 
langsung berfungsi untuk memverifikasi hasil dari 
penilaian awal dan mengumpulkan data primer yang 
dibutuhkan dalam melihat perkembangan dan dampak 
dari program PS. Tabel 8 menunjukkan mekanisme 
pengambilan data pada masing-masing indikator yang 
dinilai.

Tahap 1 Penilaian Awal
Pada tahap ini, terdapat dua kegiatan utama yang dapat 
dilakukan, yaitu pemetaan aktor dan analisis dokumen 
perencanaan.

Pemetaan Aktor
Pemetaan aktor memiliki tujuan untuk melakukan 
identifikasi dan penggolongan pemangku kepentingan 
serta menjadikannya sebagai referensi dalam 
menentukan keterlibatan mereka dalam proses 
pengambilan keputusan (Grimble & Wellard, 1997; 
Paletto et al.,  2015). Dalam hal ini, aktor yang 
diidentifikasi merupakan pemangku kepentingan, yaitu 
pihak yang terkena dampak dari sebuah tindakan atau 
kebijakan dan pihak yang memiliki kekuatan untuk 
mempengatuhi sebuah keputusan (Freeman 1984).

Terdapat dua tahap dalam melakukan pemetaan aktor 
ini, yaitu 1) identifikasi aktor dan 2) kategorisasi aktor 
(Reed, et al. 2009 dikutip oleh Paletto, Hamunen, 
& De Meo, 2015). Dalam konteks PS, aktor yang 
menjadi pemangku kepentingan tidak hanya terbatas 
pada pemerintah, tetapi juga pendamping lapangan, 

Tabel 8   |   Indikator dan Tahapan Evaluasi

KRITERIA PENILAIAN 

Hasil olahan sendiri
Catatan: * S = Survei, F = FGD, W = Wawancara

LI
NG

KU
NG

AN  

Tata Kelola Lahan 
 

Tata Kelola Lahan
 

Konservasi Hutan 

 

Tutupan hutan
 

Persepsi Terhadap Lingkungan  

 

Ketersediaan dan kualitas air  

 Kualitas tanah

 Persepsi anggota terhadap hutan

 

SO
SI

OE
KO

NO
M

I
 

Produktivitas

 

Nilai produksi

 
Rantai-pasok 

 
Peningkatan Kesejahteraan 

 

Manajemen Pendapatan

 
Distribusi Pendapatan

 

Kesejahteraan Subyektif

 

 

Sosial

 

Gender

 

INDIKATOR PENILAIAN AWAL
PENGECEKAN LANGSUNG*

S F W

KE
LE

M
BA

GA
AN Keorganisasian Manajemen organisasi

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) 

Penanganan Konflik Ketahanan akan konflik

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ - ✓

- ✓ - ✓

- ✓ - ✓

- ✓ - ✓

- ✓ - ✓

✓ ✓ ✓ ✓

- ✓ - ✓

- ✓ - -

- ✓ - ✓

✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓

- ✓ - -

✓ ✓ ✓ ✓
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PERAN DI LAPANGANPEMANGKU KEPENTINGAN DATA YANG DIMILIKI

Tabel 9   |   Matriks Pemangku Kepentingan dan Kepemilikan Data

Sumber: Hasil olahan sendiri berdasarkan penerapan kerangka evaluasi tahun 2018

Dinas Kehutanan Provinsi Pendampingan dan pengawasan

Pendampingan dan pengawasan

Pendampingan

  

Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)

   

Pokja PPS dan pendamping

   

Pemerintah Desa

Anggota kelompok PS

 

Pengawasan

Pelaksana dan pengawasan

Pelaksana

  

Pengurus kelompok PS

 
 

Rencana pelaksanaan PS

Dokumen perencaan dan laporan PS

Rencana pengelolaan kawasan

Pendampingan kelompok PS

Gambaran umum kelompok PS dampingan  

Bentuk pendampingan kelompok PS

Insiden dan mekanisme penyelesaian sengketa lahan

Tugas dan wewenang pemerintah desa dalam PS 

Pendanaan PS melalui anggaran desa

Rencana Kerja Umum (RKU)

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Laporan

Detail pelaksanaan kegiatan PS

Data pemanfaatan lahan PS

Data sosioekonomi PS

Persepsi terhadap PS

 

kelompok tani dan masyarakat pengelola hutan. 
Lebih lanjut, tiap aktor yang teridentifikasi perlu 
untuk dikategorisasikan berdasarkan perannya dalam 
pelaksanaan program PS dan data apa saja yang dimiliki 
oleh masing-masing aktor. Selain itu, pemetaan aktor 
juga dapat digunakan untuk menjadi dasar dalam 
memahami hubungan antaraktor yang terlibat dalam 
pelaksanaan program PS di tingkat tapak.

Pemetaan aktor perlu dilakukan setiap kali evaluasi 
dilakukan untuk menyesuaikan dengan kemungkinan 
adanya perubahan aktor yang terlibat dalam 
pengelolaan PS. Pada tahap awal identifikasi aktor, 
studi literatur, dan wawancara kepada instansi 
pemerintah terkait dapat dilakukan untuk mengetahui 
siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan PS. Secara 
umum, Tabel 9 menunjukkan aktor yang terlibat dalam 
pengelolaan program PS dan jenis data apa saja yang 
dimiliki oleh mereka berdasarkan Peraturan Menteri 
LHK No. P.83/2016 dan hasil wawancara.

Dalam melakukan evaluasi, pemetaan aktor lebih 
difokuskan pada pihak yang terlibat di tingkat tapak, 
terutama lembaga swadaya dan KPH yang bertindak 
sebagai pendamping kelompok PS. Oleh karena itu, 
dokumen perencanaan PS secara formal seharusnya 
dimiliki oleh para pemangku di tingkat tapak tersebut, 
terutama pendamping dan pengelola PS. Selain pihak 
yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program 
PS di tingkat tapak, aktor yang tidak terlibat secara 
langsung, seperti pemerintahan kecamatan dan/atau 
desa juga perlu untuk diidentifikasi. Tujuannya adalah 
untuk mengetahui sinergi antara pemerintah lokal 
dengan pengelola PS, mengingat aspek tenurial dan 
pembentukan kelompok masyarakat juga melibatkan 
pemerintah desa dan kecamatan.
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Analisis Dokumen
Langkah ini memilki tujuan untuk mendapatkan 
gambaran umum mengenai rencana pengembangan 
kawasan PS yang akan dievaluasi dan bagaimana 
pelaksanaannya selama beberapa tahun terakhir. 
Adapun data-data terkait termasuk dokumen 
perencanaan dan laporan dapat diperoleh melalui 
pemangku kepentingan yang telah teridentifikasi. Pada 
tahap ini, dokumen Rencana Kerja Umum (RKU), 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan laporan tahunan 
perlu untuk didapatkan, baik dari pengurus kelompok 
PS, pendamping maupun KPH terkait.

Tabel 8 menunjukkan indikator yang memerlukan 
analisis dokumen sebelum dilakukan pengecekan 
langsung. Dokumen perencanaan pengelolaan kawasan 
PS diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal 
(Perdirjen) PSKL No. P.16 tahun 2016. Berdasarkan 
peraturan tersebut, setiap kelompok PS yang telah 
diterbitkan izinnya memiliki kewajiban untuk menysun 
dokumen rencana kerja dalam rangka pengelolaan 
kawasan PS.  Selain itu, kelompok PS juga memiliki 
dokumen keorganisasian lainnya, seperti Anggaran 
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang 
dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan 
analisis kelembagaan. Lebih lanjut, data peta berformat 
SHP dapat diperoleh dari pendamping lapangan 
(data pemetaan saat pengajuan) dan data spasial dari 
Geoportal KLHK (data pemetaan sesuai izin yang 
dikeluarkan). 

Tahap 2: Pengecekan Langsung
Pada tahap pengecekan langsung, terdapat tiga 
metode utama yang digunakan untuk mendapatkan 
data primer kepada pemangku kepentingan yang 
sudah diidentifikasi pada tingkat tapak. Ketiga metode 
tersebut adalah survei, diskusi kelompok terpumpun 
(FGD) dan wawancara.

Survei 
Survei dilakukan untuk mendapatkan data primer 
dari anggota dan pengurus kelompok PS yang sedang 
dievaluasi. Metode ini merupakan metode utama dalam 
evaluasi kelompok PS karena melalui metode ini, data 
yang didapat dapat merefleksikan kondisi kelompok 
secara umum dengan tingkat validasi yang cukup baik. 
Dalam survei ini, populasi yang dijadikan responden 
adalah keluarga yang terdaftar sebagai kelompok PS.

Pada prinsipnya, semakin besar jumlah sampel, maka 
hasil evaluasi akan semakin mewakili populasi yang 
ada. Meskipun tidak ada bentuk baku cara perhitungan 

sampel, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 
memperkirakan kebutuhan sampel adalah dengan 
menggunakan Formula Slovin berikut:

Berdasarkan formula tersebut, n adalah jumlah sampel 
yang dibutuhkan, N merupakan jumlah populasi dan 
e adalah tingkat kepercaan (confidence level). Dalam 
perhitungan ini, angka tingkat kepercayaan yang umum 
dipakai adalah 0,05 atau 95%. Meskipun demikian, 
estimasi perhitungan jumlah sampel dengan formula 
ini masih banyak diperdebatkan karena dinilai belum 
kuat secara matematis. Salah satu pendekatan yang 
dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan nilai 
kekuatan (power) dari jumlah sampel yang diambil 
(lihat misalnya Djimeu and Houndolo 2016).

Akan tetapi, mengingat desain evaluasi ini adalah 
deskriptif, bukan inferensial, maka perhitungan 
nilai kekuatan sampel tidak harus dilakukan selama 
penentuan sampel ini dilakukan secara acak (random 
sampling). Penentuan sampel secara acak ini bertujuan 
untuk memastikan kesetaraan karakteristik antara 
sampel dengan populasi yang dievaluasi. Untuk 
melakukannya, diperlukan data nama seluruh populasi 
yang akan dievaluasi, dalam hal ini daftar nama seluruh 
anggota kelompok PS. Meskipun demikian, aturan 
statistik secara umum tetap berlaku, yaitu jumlah 
minimum responden adalah 30.

Selain survei kepada anggota kelompok PS, metode 
serupa juga digunakan untuk melakukan penilaian 
kemampuan pengurus PS, namun pengisian kuesioner 
dilakukan oleh masing-masing pengurus. Jumlah 
responden untuk survei kemampuan pengurus sebisa 
mungkin mencakup keseluruhan pengurus meskipun 
dalam praktiknya, tidak semua mengisi kuesioner yang 
diberikan karena alasan waktu maupun ketidakaktifan 
pengurus. Hasil survei ini kemudian dimasukkan ke 
dalam sebuah dokumen dan pertanyaan survei diubah 
dalam bentuk kode untuk kemudian diolah dengan 
Excel atau perangkat statistik, seperti STATA dan SPSS.

Focused Group Discussion (FGD)
FGD atau diskusi kelompok terpumpun dilakukan 
dengan mengundang pengurus kelompok PS dan 
digunakan sebagai sarana untuk memahami pola 
manajemen kelompok. Materi yang didiskusikan dalam 
FGD ini berkaitan dengan beberapa indikator evaluasi, 
terutama mengenai aspek kelembagaan.
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Gambar 1   |   Distribusi Hutan Primer dan Lokasi Hutan Kemasyarakatan Beringin Jaya dan Hutan Nagari Simancuang

 Sumber: KLHK, Hutan Primer Indonesia (Margono et al. 2014), KORUT dan KKI Warsi

Secara teknis, satu sesi FGD dihadiri oleh paling banyak 
10 orang agar setiap orang dapat lebih leluasa untuk 
terlibat di dalam diskusi. Susunan kepengurusan 
dalam sebuah kelompok PS biasanya terdiri dari ketua, 
sekretaris, bendahara dan kepala seksi. Selain pengurus 
inti dalam kelompok PS, FGD juga dapat melibatkan 
pengurus kelompok tani yang notabene terlibat secara 
langsung dalam pelaksanaan kegiatan PS dengan 
anggota kelompok. FGD dimoderatori oleh salah satu 
anggota tim evaluasi dan dicatat oleh seorang notulen. 
Alat bantu seperti flipchart, post-it dan alat tulis dapat 
digunakan untuk mencatat hal-hal penting dalam 
diskusi.

Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
umum pelaksanaan kegiatan PS dan juga menjadi 
sarana verifikasi temuan indikatif yang diperoleh 
saat penilaian awal. Adapun pihak yang diwawancara 
adalah mereka yang sudah diintifikasi saat melakukan 
pemetaan aktor, seperti perangkat desa, KPH dan 
beberapa pengurus serta anggota kelompok PS. 
Terdapat beberapa hal umum yang dapat ditanyakan 
dalam wawancara, seperti koordinasi antarpemangku 
kepentingan, mekanisme pelaksanaan kegiatan PS, 
insiden konflik tenurial, dan lain-lain.

STUDI KASUS PENERAPAN KERANGKA 
EVALUASI
Indikator dan metodologi evaluasi yang sudah 
dikembangkan ini kemudian diuji di dua lokasi, yaitu 
Hutan Kemasyarakatan (HKm) Beringin Jaya di 
Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Hutan 
Nagari Alam Pauh Duo Jorong Simancuang (HN 
Simancuang) di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi 
Sumatera Barat (Gambar 1).

Sebelum penentuan kedua lokasi tersebut, dilakukan 
verifikasi langsung ke enam lokasi yang potensial. 
Penentuan enam lokasi ini dilakukan melalui proses 
penyaringan data IUP skema PS berdasarkan data yang 
ada di peta indikatif PS. Pemilihan awal dilakukan 
berdasarkan usia dari PS yang sudah dikeluarkan 
izinnya di mana kami memilih lokasi-lokasi yang usia 
izinnya minimal lima tahun, sesuai dengan kriteria 
evaluasi dari KLHK.

Setelah memperoleh daftar lokasi awal, pencarian 
informasi melalui publikasi media terkait dengan lokasi 
PS tersebut dilakukan sebelum akhirnya dilakukan 
kunjungan awal ke enam lokasi potensial. Dalam 
kunjungan tersebut, kami melakukan observasi dan 
diskusi dengan Dinas Kehutanan, KPH, LSM mitra 
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dan kelompok masyarakat. Akhirnya, dua lokasi 
uji indikator dan metodologi evaluasi ditentukan 
berdasarkan beberapa kriteria, yaitu 1) ketersediaan 
dokumen perencanaan, 2) kegiatan kelompok pengelola 
PS, 3) ketersediaan data peta dengan format SHP dan 4) 
aksesibilitas.

Kunjungan verifikasi dilakukan pada bulan Januari 
2018 dan evaluasi kedua kelompok PS dilakukan selama 
dua minggu pada bulan April 2018. Akan tetapi, karena 
data daftar nama anggota PS di masing-masing lokasi 
tidak dapat diperoleh, maka survei tidak dilakukan 
melalui pengacakan daftar nama anngota PS, melainkan 
melalui snowball sampling. Pengambilan data ini juga 
harus memperhatikan keterwakilan populasi. Untuk 
HKm Beringin Jaya, seluruh kelompok tani hutan 
(KTH) terwakili dalam sampel sedangkan untuk HN 
Simancuang responden mewakili seluruh jorong atau 
dusun.

HASIL EVALUASI HKM BERINGIN JAYA
HKm Beringin Jaya beranggotakan 561 keluarga di 
mana pengelolaan organisasi dilakukan oleh Gapoktan 
Beringin Jaya dengan jumlah KTH sebanyak delapan 
kelompok, mulai dari KTH Lestari Jaya 1 hingga 8, 
dengan luasan 871 ha. Evaluasi HKm Beringin Jaya 
dilakukan selama lima hari pada bulan April 2018 
dengan melibatkan tiga peneliti, enam enumerator dan 
empat fasilitator dari pengurus HKm.

Pengambilan data dilakukan dengan menerapkan 
metode survei kepada 156 rumah tangga anggota HKm 
(28% dari total anggota HKm), wawancara mendalam 
dengan sembilan narasumber dan satu diskusi 
kelompok (FGD) dengan pengurus HKm. Sebelum 
dilaksanakan pengambilan data primer, analisis 
awal dilakukan dengan mengkaji beberapa dokumen 
perencanaan dan laporan yang didapatkan dari 
pengurus Gapoktan dan KORUT  sebagai pendamping 
lapangan.

Pembentukan Gapoktan Beringin Jaya dilakukan tahun 
2009 pada masa awal pengajuan izin HKm dengan 
didampingi oleh KORUT dan KPHL Kotaagung Utara. 
Dalam periode tersebut, KORUT telah melakukan 
pendampingan untuk menguatkan kelembagaan 
Gapoktan dan program pendampingan lanjutan dari 
KORUT difokuskan pada aspek pengembangan pasar 
dari komoditas yang dihasilkan kawasan HKm. Hal ini 
sejalan dengan aspirasi pengurus HKm yang menilai 
bahwa mereka masih memiliki kapasitas yang kurang 

dalam hal pemasaran. Selain itu, aspek penggunaan 
teknologi komputer yang akan mendukung kinerja 
mereka juga diperlukan.

Dari aspek perencanaan, pengurus HKm Beringin Jaya 
telah membuat beberapa dokumen, yaitu Rancangan 
Operasional (RO), Rancangan Umum (RU), Anggaran 
Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga (ART). 
Keempat dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan 
kegiatan keorganisasian HKm Beringin Jaya dan saat 
ini Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja 
Tahunan (RKT) tengah disusun oleh pengurus bersama 
dengan pendamping. Secara umum, HKm Beringin 
Jaya tengah melakukan upaya untuk mengembangkan 
perekonomian anggota melalui pemrosesan hasil kebun 
dan ekspansi pasar. Inisiatif ini salah satunya dapat 
dilihat dari pembentukan Koperasi Serba Usaha (KSU) 
yang akan menjadi sarana pemasaran bagi anggota.

Selain KSU, HKm Beringin Jaya juga melakukan 
pembinaan terhadap Kelompok Wanita Tani (KWT) 
Himawari yang memiliki peran untuk melibatkan 
perempuan dalam pengelolaan pascapanen. Karena 
secara struktur KWT Himawari berada di luar Gapoktan 
Beringin Jaya, komoditas yang diolah oleh KWT 
Himawari tidak hanya berasal dari KTH yang menjadi 
bagian dari HKm Beringin Jaya, melainkan juga dari 
petani di luar keanggotaan HKm Beringin Jaya.

Lebih lanjut, hasil evaluasi HKm Beringin Jaya dapat 
digunakan untuk melihat kaitannya dengan pencapaian 
tiga tujuan program PS.

Tata Guna Lahan dan Manajemen Konflik Tenurial di HKm 
Beringin Jaya
Berdasarkan hasil pengambilan data primer dan 
sekunder, kawasan hutan lindung yang kini menjadi 
HKm Beringin Jaya telah beralih fungsi sejak masa 
sebelum kemerdekaan. Dalam periode tersebut, kawasan 
hutan lindung dikonversi menjadi perkebunan teh dan 
salak di mana pekerja dari Jawa mulai berdatangan 
untuk membuka dan mengelola perkebunan trsebut. 
Secara umum, tata kelola lahan di HKm Beringin Jaya 
ini dapat dibagi ke dalam empat periode seperti yang 
terangkum dalam diagram 1.

Selama kurang lebih satu dekade, kawasan hutan 
lindung yang kini diakui sebagai HKm Beringin Jaya 
telah mengalami perubahan fungsi, dari kebun teh pada 
era pra-kemerdekaan, kebun kopi pada tahun 1970-an 
dan sistem wanatani pada pada 2012. Meskipun sempat 
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dilarang memasuki kawasan pada masa Orde Baru 
(1970 – 1998), sejak diberikannya izin pengelolaan PS, 
petani HKm telah memiliki kepastian dan keamanan 
dalam pengelolaan kawasan dengan kopi sebagai 
komoditas utama. Pembentukan Gabungan Kelompok 
Tani (Gapoktan) Beringin Jaya pada tahun 2009 menjadi 
awal mula pengelolaan hutan oleh masyarakat secara 
berkleanjutan.

Secara umum, kawasan HKm Beringin Jaya dibagi ke 
dalam dua zona utama, yaitu zona pemanfaatan (736 
ha atau 85% dari luas kawasan) dan zona lindung (135 
ha atau 15% dari luas kawasan). Zona pemanfaatan 
merupakan areal yang diizinkan untuk tetap dikelola 
oleh masyarakat yang terdaftar sebagai anggota. Zona 
pemanfaatan ini dibagi ke dalam delapan blok yang 
diorganisir melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Lestari 
Jaya 1 sampai 8. Di dalam zona pemanfaatan, terdapat 
lahan garapan masyarakat dengan luas antara 0.25 – 5 
ha serta luas rata-rata 1.1 ha.

Areal zona lindung di HKm Beringin Jaya ditetapkan 
dengan mempertimbangkan keberadaan sumber air dan 
kemiringan lereng lahan, sehingga aktivitas pertanian 
sulit untuk dilakukan di areal tersebut. Areal HKm juga 
berbatasan langsung dengan hutan primer, di mana 
luas hutan primer yang terdapat di wilayah HKm adalah 
70,82 ha yang terletak di bagian selatan areal HKm.

Sejak dikeluarkannya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 
Kemasyarakatan (IUP-HKm) pada tahun 2014, 
masyarakat memiliki jaminan keamanan dalam 
mengelola lahan HKm. Hasil survei terhadap persepsi 
masyarakat menunjukkan bahwa lebih dari 90% 
responden merasa aman untuk mengelola lahan sejak 
adanya HKm. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian 
akses kelola kawasan melalui skema PS telah mampu 

memberikan keamanan tenurial bagi anggota HKm 
yang kemudian juga berdampak pada peningkatan 
kesejahteraan mereka melalui hasil pertanian dari 
dalam kawasan.

Saat ini, pengelola HKm Beringin Jaya bersama dengan 
pendamping tengah berfokus untuk meningkatkan 
tutupan hutan dengan penanaman pohon bertajuk 
tinggi, terutama pala. Upaya ini didukung dengan 
pinjaman dari Badan Layanan Umum (BLU) yang 
berada di bawah Pusat Peningkatan Produktifitas Hutan 
dan Perbaikan Kualitas Lingkungan (P2H) sejak tahun 
2018.

Terlepas dari proses legalisasi pengelolaan kawasan 
melalui pemberian IUPHKm, analisis spasial 
menunjukkan bahwa masih terjadi tumpang tindih 
batas areal yang diajukan dengan areal yang disetujui 
dalam IUP-HKm (Gambar 2). Hal ini berdampak pada 
adanya lahan garapan anggota yang tidak masuk ke 
dalam areal HKm yang disetujui oleh pemerintah. 
Berdasarkan hasil survei, wawancara dan FGD, anggota 
serta pengurus HKm tidak mengetahui adanya tumpang 
tindih tapal batas kawasan tersebut. Menariknya, 
ada lahan garapan masyarakat yang berada di luar 
peta penetapan namun mendapatkan pinjaman BLU 
sehingga perlu untuk dilakukan konsolidasi ulang tapal 
batas untuk mencegah terjadinya sengketa di masa 
mendatang.

Hasil survei rumah tangga juga menunjukkan 
adanya indikasi sengketa tenurial di HKm Beringin 
Jaya setelah izin diberikan pada periode 2014-2017. 
Sengketa tersebut telah diselesaikan melalui jalur 
damai. Informasi mengenai insiden konflik tenurial 
dari responden ini awalnya merupakan indikasi, 
dimana diperlukan tindakan lanjutan oleh pemangku 

Diagram 1   |   Periodisasi Tata Kelola Lahan di HKm Beringin Jaya

Sumber: Hasil FGD dan Wawancara, 2018
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kepentingan untuk menelusuri lebih lanjut indikasi 
tersebut. Jika indikasi tersebut memang terbukti 
benar maka upaya resolusi konflik perlu untuk segera 
dilakukan.

Lebih lanjut, dalam FGD dan wawancara dengan 
beberapa pemangku kepentingan, seperti pengurus 
HKm Beringin Jaya dan pemerintah pekon (desa) 
setempat, diketahui bahwa penyelesaian konflik tenurial 
di dalam kawasan merupakan wewenang dari Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kotaagung 
Utara yang merupakan perpanjangan tangan KLHK 
di tingkat tapak. Pelaporan konflik tenurial dilakukan 
oleh anggota kepada pengurus HKm Beringin Jaya 
yang kemudian akan diteruskan kepada KPHL secara 
langsung maupun melalui pendamping. Akan tetapi, 
mekanisme penyelesaian konflik ini tidak dijelaskan 
secara lebih lanjut dalam aturan teknis kelompok. 
Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri LHK 
No. P.84/2015 penyelesaian konflik tenurial dapat 
dilakukan oleh tim independen bentukan KLHK jika 
proses resolusi tidak dapat dilakukan oleh kelompok 
atau penyuluh.

Peningkatan Perlindungan terhadap Hutan
Berdasarkan analisis kehilangan tutupan pohon yang 
terjadi di area HKm Beringin Jaya dalam kurun waktu 
17 tahun (2001-2017), kawasan HKm telah kehilangan 
tutupan pohon seluas 67,46 ha, dengan total kehilangan 
tutupan mencapai 17% dari total area hutan primer di 
dalam kawasan HKm. Secara umum, laju kehilangan 
tutupan pohon di HKm Beringin Jaya menurun 
selama tahun 2001-2017. Laju kehilangan tutupan 
pohon tertinggi terjadi pada masa perambahan di zona 
pemanfaatan HKm (Diagram 2).

Pada periode pasca perizinan HKm, laju kehilangan 
tutupan pohon di zona lindung menurun empat kali 
lipat dibandingkan pada masa perambahan. Sementara 
itu, penurunan laju kehilangan tutupan pohon di area 
hutan primer di periode yang sama mencapai 76% dari 
laju pada periode perambahan. Setelah diterbitkannya 
izin HKm, laju kehilangan tutupan pohon mengalami 
penurunan menjadi 1,59 ha per tahun di area HKm atau 
50% lebih rendah dari periode sebelumnya.

Gambar 2   |   Peta Tumpang Tindih Batas Kawasan HKm Beringin Jaya

 Sumber: KLHK, Hutan Primer Indonesia dalam Margono et al. 2014 dan KORUT
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Penetapan zona lindung secara partisipatif di kawasan 
HKm Beringin Jaya efektif dalam mendukung upaya 
konservasi, karena sejak SK HKm diterbitkan pada 
tahun 2014, tidak terdeteksi adanya kehilangan tutupan 
pohon. Sebanyak 10% dari area HKm Beringin Jaya 
yang ditetapkan sebagai zona lindung bebas dari 
ancaman deforestasi. 

Selain melihat pada aspek kehilangan tutupan 
pohon, evaluasi juga dilakukan dengan melihat pada 
pandangan anggota HKm Beringin Jaya terhadap 
kondisi hutan dan lingkungan di sekitar mereka. 
Secara umum, anggota HKm Beringin Jaya memiliki 
persepsi yang baik terhadap hutan dan lingkungan 
PS. Masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk 
melakukan konservasi hutan dengan menanam tajuk 
tinggi dan tidak menebang pohon dalam area PS. 
Disamping itu, masyarakat juga menyadari bahwa 
upaya konservasi hutan tersebut penting untuk menjaga 
tutupan hutan dan kualitas air.

Berdasarkan hasil survei, 94% anggota HKm merasa 
bahwa mereka memiliki akses yang baik untuk 
mendapatkan air bersih, terutama dari mata air. 
Disamping itu, sebanyak 75 % masyarakat mengaku 
tidak pernah mengalami kekeringan. Ketergantungan 
masyarakat terhadap sumber air mempengaruhi 
persepsi masyarakat terhadap kondisi hutan yang setuju 
bahwa kondisi tutupan hutan masih baik dan hutan 
memiliki peran penting dalam konservasi air. Persepsi 
ini cenderung dimiliki oleh masyarakat yang bergantung 
pada mata air untuk kebutuhan sehari-hari.  

Di sisi lain, konservasi hutan juga dipengaruhi oleh 
penggunaan pupuk di kawasan PS. Namun, penggunaan 
pupuk kimia masih cukup tinggi di HKm Beringin Jaya 
meskipun 60% dari pengguna pupuk kimia memahami 
dampak negatif penggunaan pupuk kimia terhadap 
kualitas tanah di kawasan PS. Penurunan kualitas 
tanah belum memberikan dampak terhadap persepsi 
masyarakat terhadap ancaman akibat penuruan kualitas 
tanah. Hal ini dibuktikan dari persepsi masyarakat yang 
tidak merasa khawatir akan terjadinya tanah longsor, 
meskipun 66% dari total responden mengelola lahan di 
kemiringan lereng yang cukup curam. 

Kesejahteraan Anggota
Hasil survei rumah tangga menunjukkan bahwa 
terdapat 21 komoditas yang ditanam di kawasan dan 
delapan komoditas yang di luar kawasan. Jumlah ini 
belum merepresentasikan seluruh komoditas yang ada 
di HKm Beringin Jaya karena jika merujuk pada sensus 
yang dilakukan oleh Kotaagung Utara pada tahun 2017, 
total jenis tanaman yang ada di HKm Beringin Jaya 
berjumlah 51 jenis. Meskipun demikian, 21 komoditas 
yang teridentifikasi melalui survei merupakan 
komoditas yang paling banyak ditemui di dalam 
kawasan HKm.

Diagram 2   |   Sejarah Kehilangan Tutupan Pohon HKm Beringin Jaya Periode 2001-2016 (Ha/Tahun)

Sumber: Hasil FGD dan Wawancara, 2018
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Dari seluruh komoditas yang telah teridentifi kasi, lima 
komoditas dengan proporsi terbesar yang ditanam 
di HKm Beringin Jaya adalah kopi (100%), pisang 
(50,32%), cengkeh (43,31%), alpukat (40,13%), dan 
sayuran (32,48%). Sedangkan, komoditas terbesar 
yang ditanam di luar kawasan adalah kemiri (66,88%). 
Sebagian besar komoditas tersebut (83,01%) ditanam di 
dalam kawasan HKm Beringin Jaya, sedangkan 16,99% 
lainnya ditanam di luar kawasan, terutama di daerah 
tanah marga masyarakat (tanah dengan sertifi kat hak 
milik).

Sebagian besar penjualan hasil panen masih bergantung 
pada pengepul di desa (97,45%) dan hanya sebagian 
kecil yang menjualnya langsung ke pasar (2,55%). 
Meskipun demikian, terdapat 73,5% anggota PS 
mempunyai persepsi bahwa pemasaran dengan 
mekanisme yang ada sudah cukup mudah karena akses 
pasar non-tradisional masih belum dirasakan oleh 
masyarakat anggota HKm.

Adanya pengolahan produk hutan oleh KWT Himawari 
dapat menjadi salah satu alternatif pemasaran bagi 
anggota HKm, khususnya untuk komoditas kopi. 
Sayangnya, komoditas kopi dari kawasan HKm belum 
dapat dijual kepada pembeli besar seperti Nestle yang 
telah bekerjasama dengan kelompok tani non-hutan. 

Oleh karena itu, pengembangan pengolahan oleh 
kelompok dan upaya penjajakan kerjasama dengan 
pembeli skala besar, misalnya melalui KSU yang 
tengah dikembangkan, perlu dilakukan agar terdapat 
diversifi kasi dan peningkatan kualitas produk, serta 
perluasan akses pasar.

Jika dirata-rata, petani HKm memiliki penghasilan 
sebesar Rp20.419.811 per tahun atau 25% lebih rendah 
dari upah minimum kabupaten (UMK) Tanggamus 
–tercatat sebesar Rp27.160.690. Keberadaan lahan 
pertanian yang dikelola oleh anggota HKm telah 
membuat beberapa kebutuhan pokok dapat dipenuhi 
secara swadaya, seperti padi, sayuran dan ternak. Selain 
itu, persepsi anggota HKm Beringin Jaya menunjukkan 
bahwa 63% menyatakan peningkatan kesejahteraan 
setelah adanya HKm. Oleh karena itu, meskipun 
pendapatan masyarakat berada di bawah UMK 
Tanggamus, hal ini tidak berarti mereka hidup di bawah 
standar kabupaten.

Dari segi struktur, total pendapatan ini berasal dari 
penjualan komoditas di dalam dan luar kawasan serta 
penghasilan non-pertanian lainnya. Berdasarkan 
komposisi tersebut, diketahui bahwa penghasilan 
dari penjualan komoditas di dalam kawasan HKm 
menyumbang hampir 99% dari toral pendapatan 

Diagram 3   |   Sepuluh Komoditas Utama yang Ditanam di Dalam dan Luar Kawasan HKm Beringin

Sumber: Global Forest Watch, 2018
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anggota. Tingginya kontribusi pendapatan dari dalam 
kawasan telah mampu mengurangi ketimpangan 
pendapatan antaranggota HKm yakni kurva Lorenz 
untuk pendapatan dari kawasan PS hampir sama 
dengan kurva Lorenz pendapatan total (Diagram 4).

Penurunan ketimpangan ini dapat dilihat dari 
penurunan rasio gini sebesar 0,17 poin hingga ke 
angka 0,42 ketika pendapatan PS diperhitungkan 
(ketimpangan sedang). Hal ini dikarenakan oleh 
tingginya proporsi pendapatan dari kawasan HKm 
(99%) terhadap struktur pendapatan total mereka. 
Sebagai implikasinya, ketika pendapatan dari PS tidak 
dimasukkan ke dalam perhitungan, maka distribusi 
pendapatan menjadi tidak merata dengan koefisien gini 
sebesar 0,59 poin (ketimpangan tinggi).

Lebih lanjut, distribusi pendapatan ini dapat dilihat 
berdasarkan pengelompokan pendapatan per kuintil 
dan membandingkannya dengan luasan lahan yang 
dimiliki oleh anggota (Diagram 5).

Berdasarkan pembagian kelompok pendapatan, 
terlihat bahwa masyarakat dengan pendapatan 40% 
terbawah menguasai 13,8% total pendapatan. Di sisi 
lain, hampir setengah dari pendapatan yang beredar di 
HKm Beringin Jaya dimiliki oleh 20% anggota dengan 
pendapatan tertinggi. Dengan kata lain, meskipun 
adanya program PS telah mampu menurunkan 
ketimpangan antaranggota, distribusi pendapatan 
mereka masih kurang merata. Salah satu faktor yang 
melatarbelakanginya adalah luas lahan yang digarap 
oleh mashing-masing keluarga, baik lahan PS maupun 
lahan pribadi (Diagram 7).

Sumber: Kuesioner HKm Beringin Jaya, diolah
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Meskipun demikian, hasil survei menunjukkan bahwa 
sebagian besar anggota yang memiliki simpanan dan 
pinjaman menggunakan uangnya untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Dari anggota yang memiliki 
simpanan (22,3%), hanya 2,8% yang menggunakannya 
untuk keperluan produktivitas. Sama halnya dengan 
anggota yang memilki pinjaman (40%), hanya 35,9% 
yang menggunakannya untuk keperluan produktif.

Adanya pinjaman dari Biro Layanan Umum (BLU) yang 
diterima oleh 40,8% anggota sejak tahun 2018 dapat 
memberikan contoh penggunaan dana pinjaman untuk 
kegiatan produktif. Dalam skema BLU yang didapatkan 
HKm Beringin Jaya, arah penggunaan dana pinjaman 
sudah ditentukan, yaitu melalui pembelian bibit 
pala sebagai tanaman tajuk tinggi. Melalui kegiatan 
produktif seperti ini, pinjaman dari BLU yang berbunga 
rendah akan mulai dikembalikan setelah tanaman pala 
tersebut membuahkan hasil.

Rekomendasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 
Beringin Jaya
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, 
terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan pengelolaan HKm Beringin Jaya, yaitu:

▪▪ Dari aspek tata kelola lahan dan penanganan konflik 
tenurial, diperlukan konsolidasi peta tapal batas 
yang diajukan dengan peta yang disetujui. Hal ini 
dilakukan untuk memastikan bahwa pemahaman 
batas wilayah yang dimiliki oleh anggota HKm sama 
dengan yang dimiliki oleh KPH, Dinas Kehutanan, 
dan Kementerian KLHK.

▪▪ Peningkatan kapasitas pengurus HKm Beringin 
Jaya masih diperlukan, terutama karena mereka 
merasa memiliki kekurangan dalam beberapa 
aspek, terutama pemasaran, keahlian komputer, 
dan perencanaan. Penguasaan terhadap ketiga 
aspek ini akan dapat membantu pengurus dalam 
melakukan pengembangan kawasan secara mandiri.

▪▪ Peningkatan akses pasar komoditas dan pengolahan 
pascapanen dapat dilakukan melalui pelibatan KWT 
Himawari. Dibutuhkan peran aktif pengurus untuk 
menjajaki potensi pasar yang ada.

HASIL EVALUASI DI HUTAN NAGARI ALAM PAUH 
DUO JORONG SIMANCUANG
Hutan Nagari Alam Pauh Duo disahkan pada tahun 
2012 dengan luas area 650 ha yang berada di dalam 
kawasan hutan lindung Kabupaten Solok Selatan dan 
wilayah administrasi Nagari (Desa) Alam Pauh Duo. 
Kawasan HN Simancuang ini dikelola oleh 210 rumah 
tangga yang terbagi ke dalam dua ‘jorong’ atau dusun, 
yaitu Jorong Simancuang yang berada di daerah hulu 
sungai dan Jorong Karang Hitam Simancuang yang 
berada di daerah hilir. Dalam skema Hutan Nagari atau 
Hutan Desa, seluruh warga nagari atau desa menjadi 
anggotanya. Secara morfologis, HN Simancuang 
merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 
lereng yang relatif curam sehingga pemanfaatan lahan 
untuk kegiatan pertanian di dalam kawasan cukup 
sedikit. Lahan persawahan masyarakat yang berada di 
luar kawasan sebagian besar telah bersertifikat.

Sama halnya dengan HKm Beringin Jaya, pengambilan 
data di Hutan Nagari Alam Pauh Duo Jorong 
Simancuang (HN Simancuang) dilakukan pada April 
2018 melalui survei kepada 113 rumah tangga (54%) 
anggota HN Simancuang, wawancara mendalam 
dengan 10 responden, dan satu sesi FGD. Dari 113 
rumah tangga yang berhasil dikumpulkan datanya, 69 
keluarga (61%) tinggal di wilayah Jorong Simancuang, 
sedangkan 44 keluarga (39%) lainnya tinggal di wilayah 
Jorong Karang Hitam Simancuang. Analisis awal 
dilakukan melalui beberapa dokumen, seperti Rencana 
Kerja Hutan Nagari (RKHN), profil HN Simancuang, 
rancangan anggaran dasar (RAD) HN Simancuang, dan 
SK penetapan HN Simancuang.

HN Simancuang dikelola oleh Lembaga Pengelola 
Hutan Nagari (LPHN) yang pembentukannya disahkan 
oleh Wali Nagari Alam Pauh Duo. LPHN kemudian 
berhubungan langsung dengan berbagai pemangku 
kepentingan PS di tingkat tapak, seperti kelompok tani 
anggota, penyuluh kehutanan, KPHL Solok Selatan 
dan KKI-Warsi Sumatera Barat sebagai pendamping. 
Saat ini, terdapat delapan kelompok tani yang baru 
dibentuk berdasarkan lokasi sawah (hamparan), bukan 
tempat tinggal agar memudahkan pengorganisasian 
kegiatan. Masih banyak anggota yang tidak mengetahui 
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di kelompok mana mereka tergabung, dan hal ini 
menunjukkan perlunya sosialisasi kepada anggota 
untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Poktan 
yang mereka ikuti.

Dari aspek keuangan, pengurus LPHN Simancuang 
belum memiliki sumber pemasukan yang tetap dan 
stabil untuk menjalankan fungsi pengelolaan kawasan. 
Pada 2014, Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara 
Simancuang Mandiri didirikan untuk menunjang aspek 
ekonomi produktif dari anggota. Usaha yang dilakukan 
oleh KSU ini, antara lain: 1) jual-beli sembako, 2) 
pengelolaan sapi, dan 3) penggilingan padi. Dari ketiga 
kegiatan utama tersebut, hanya jual-beli sembako yang 
cukup lancar berjalan, sedang kan pengelolaan sapi 
masih mengalami kendala dan penggilingan padi masih 
dalam tahap persiapan.

Data yang diperoleh melalui beberapa metode ini dapat 
memberikan gambaran perkembangan pencapaian 
tujuan program PS di HN Simancuang.

Tata Guna Lahan dan Manajemen Konflik Tenurial di HN 
Simancuang
Secara umum, sejarah tata kelola lahan di HN 
Simancuang dapat dibagi ke dalam tiga periode 
(Diagram 6). Sebelum 1974, kawasan lembah yang 
saat ini dihuni oleh penduduk Jorong Simancuang 
dan Karang Hitam Simancuang merupakan kawasan 
hutan primer. Sejak 1974, pembukaan hutan untuk 
persawahan mulai dilakukan dengan ketentuan lebar 
50 meter yang diukur dari pinggir sungai dan panjang 
sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. 
Pembukaan lahan untuk persawahan dan permukiman 
terus berlangsung hingga pada 1990, Jorong 
Simancuang disahkan sebagai bagian dari Kenagarian 
Alam Pauh Duo.

Lebih lanjut, beberapa ancaman terhadap kawasan 
hutan juga sempat terjadi pada masa ini, seperti 
pembalakan liar dan upaya eksplorasi tambang emas di 
sekitar kawasan HN Simancuang. Adanya kepentingan 
untuk menjaga pasokan air menjadikan masyarakat 
memiliki inisiatif untuk menghentikan tindak 
perusakan hutan. Pemberian legalitas kawasan melalui 
Hak Pengelolaan Hutan Desa/Nagari (HPHD/N) sejak 
2012 menjadi titik awal pengamanan kawasan secara 
kolektif yang melibatkan masyarakat dan pemangku 
kepentingan setempat.

HN Simancuang yang berada di wilayah Provinsi 
Sumatera Barat memiliki latar belakang budaya 
matrilineal Minang. Hal ini terutama dapat dilihat dari 
hak kepemilikan, jual-beli dan pewarisan lahan yang 
mengikuti garis keturunan ibu. Dalam hal kepemilikan 
lahan, perempuan memiliki peran yang lebih tinggi 
dibanding dengan laki-laki --perannya ada pada hak 
pengelolaan lahan saja. Pada saat pembukaan lahan 
di lembah HN Simancuang dilakukan tahun 1974, 
laki-laki adalah pihak yang berperan untuk membuka 
lahan persawahan dan setelah lahan siap digarap, hak 
milik diberikan kepada pihak perempuan. Lebih lanjut, 
keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lahan tetap 
dapat dilihat pada beberapa tahap pertanian, terutama 
pembibitan, penanaman dan pemanenan. Sedangkan 
untuk persiapan lahan dan perawatan tanaman, laki-
laki lebih banyak mengambil peran.

Melalui survei kepada anggota HN Simancuang, 
terdapat setidaknya 10 insiden konflik lahan yang 
teridentifikasi dengan penyebab berupa tapal batas, 
perpindahan hak lahan dan ‘Pagang Gadai’ (sistem 
gadai tanah). Enam dari konflik tersebut terjadi setelah 
HPHN dikeluarkan, yaitu pada tahun 2015, 2017, dan 
2018. Berdasarkan penuturan anggota HN Simancuang, 
sebagian besar penyelesaian konflik dilakukan melalui 
mediasi oleh tokoh setempat sehingga tidak terjadi 

Diagram 6   |   Periodisasi Tata Kelola Lahan di HN Simancuang

Sumber: Hasil FGD dan Wawancara, 2018 
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eskalasi penanganan oleh pihak terkait. Insiden konflik 
yang teridentifikasi ini merupakan indikasi sehingga 
diperlukan upaya untuk mendalami konflik tenurial di 
HN Simancuang. Meskipun demikian, insiden konflik 
ini hanya bersifat indikatif dan diperlukan tindak lanjut 
dalam bentuk penilaian konflik lanjutan oleh pihak 
terkait.

Selain sistem tata kelola lahan yang berlaku di antara 
masyarakat anggota HN Simancuang, analisis spasial 
menunjukkan bahwa lahan yang diajukan untuk skema 
HN dengan yang disetujui mengalami perbedaan 
batas (Gambar 3). Luasan kawasan yang diberikan 
HPHN lebih besar dibandingkan dengan luasan lahan 
yang diajukan. Sebagai akibatnya, terdapat areal yang 
seharusnya masuk ke dalam kawasan HN tetapi lokasi 
tersebut tidak diketahui oleh masyarakat.

Jumlah anggota HN Simancuang yang menggarap 
lahan di dalam kawasan hanya sedikit (25% responden 
dari jumlah responden) dan cukup mempengaruhi 
persepsi mereka terhadap pengelolaan kawasan 

hutan. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei di mana 
hanya setengah dari responden yang menyatakan 
merasa lebih aman dalam mengelola lahan setelah 
diberikan hak pengelolaan hutan nagari (HPHN) tahun 
2012. Meskipun demikian, pengetahuan masyarakat 
mengenai larangan penebangan pohon belum merata 
--tercatat 28% responden menyatakan tidak mengetahui 
adanya aturan pelarangan penebangan tersebut. 
Situasi ini menunjukkan bahwa perlu diperkuat upaya 
pengamanan kawasan secara kolektif dan peningkatan 
kesadaran masyarakat terhadap kondisi dan peran 
kawasan.

Selain itu, 96% masyarakat menggunakan air untuk 
irigasi lahan sawah, sedangkan pemanfaatan air 
permukaan untuk konsumsi rumah tangga hanya 
digunakan oleh masyarakat yang tinggal di Jorong 
Simancuang. Mata air adalah sumber air utama 
masyarakat yang tinggal di wilayah hilir.

Gambar 3   | Peta Tumpang Tindih Batas Kawasan yang Diajukan dan Batas Kawasan yang Disetujui

 Sumber: BIG, KLHK, Hutan Primer Indonesia dalam Margono et al. 2014 dan KKI Warsi
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Perlindungan terhadap Hutan
Hutan primer mendominasi tutupan hutan di kawasan 
HN Simancuang dengan luasan yang mencapai 79% 
dari total area penetapan HN. Analisis konservasi HN 
Simancuang terbagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu: 1) fase 
perambahan (2001 – 2009); 2) fase pembentukan 
LPHN dan proses perizinan (2010 - 2011); dan 3) 
fase pascapenetapan HN (2012 – 2016). Pembagian 
ke dalam tiga fase ini ditujukan untuk melihat 
perkembangan perlindungan terhadap tutupan hutan di 
Kawasan HN Simancuang dari masa ke masa.

Berbeda dari HKm Beringin Jaya, pemanfaatan 
hutan di HN Simancuang tidak sepenuhnya untuk 
kegiatan wanatani, melainkan untuk konservasi daerah 
tangkapan air. Selama 17 tahun (2001-2017), HN 
Simancuang telah kehilangan tutupan pohon seluas 
3,1% dari seluruh kawasan HN atau 20,62 ha (Diagram 
7).

Secara umum, laju kehilangan tutupan pohon di HN 
Simancuang justru mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun. Laju kehilangan tutupan pohon tertinggi 
terjadi di area hutan primer pada periode pasca 
penetapan HN (2012 – 2017) sebesar 1,25 ha per tahun. 
Jika dihitung sejak awal tersedianya data (2001 – 2017), 
kehilangan tutupan pohon yang terjadi di kawasan 
hutan primer HN Simancuang mencapai 15,31 ha atau 
74% dari total kehilangan tutupan pohon. Kehilangan 
tutupan pohon juga terjadi di tutupan lahan lainnya, 
yang berlokasi di tutupan lahan ladang (88%), karapuan 
atau hutan sekunder (1%), permukiman (8%) dan sawah 
(2%).

Adanya peningkatan laju kehilangan tutupan pohon ini 
menunjukkan bahwa proses konservasi kawasan HN 
Simancuang belum berjalan dengan baik. Patroli reguler 
pengamanan hutan belum secara maksimal diterapkan 

karena adanya keterbatasan pendanaan operasional 
LPHD dan sedikitnya masyarakat yang mengelola 
kawasan HN untuk perkebunan. Hal ini ditambah 
dengan persepsi 75% masyarakat yang menganggap 
bahwa tutupan hutan masih dalam kondisi baik 
sehingga urgensi pengamanan kawasan belum terlalu 
melekat di antara mereka.

Meskipun demikian, analisis spasial ini hanya dapat 
menunjukkan indikasi kehilangan tutupan pohon, 
bukan faktor penyebab yang dapat berupa aktivitas 
manusia maupun alam. Penguatan modal sosial 
masyarakat juga dapat menjadi alternatif mengingat 
sudah terbentuknya persepsi yang memandang kualitas 
air berkaitan dengan terjaganya tutupan hutan.

Degradasi lingkungan lainnya terlihat dari kejadian 
banjir di kedua Jorong. Jorong Simancuang dan 
Jorong Karang Hitam terletak di lembah di antara 
dua perbukitan kawasan hutan lindung, sehingga 
limpasan air dalam volume besar dari perbukitan 
dapat menyebabkan terjadinya banjir di kedua jorong. 
Dibandingkan dengan wilayah hilir, masyarakat 
yang tinggal di wilayah hulu lebih banyak mengalami 
kejadian banjir. Di daerah hulu sebagian besar 
pemukiman berada di tengah hamparan sawah. Ketika 
curah hujan tinggi, air akan tertampung di wilayah 
sawah serta menyebabkan aliran air memasuki 
permukiman warga. 

Dalam hal penggunaan pupuk kimia, ternyata cukup 
banyak dilakukan oleh masyarakat, yakni 65% 
menyatakan menggunakan pupuk kimia di lahannya. 
Padahal, sebagian besar dari mereka menyadari 
penurunan kesuburan tanah karena penggunaan pupuk 
kimia.

Diagram 7   | Sejarah Kehilangan Tutupan Pohon HN Simancuang Tahun 2001-2017 (Ha/Tahun)

Sumber: Global Forest Watch, 2018
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Kesejahteraan Anggota
Serupa dengan HKm Beringin Jaya, aspek kesejahteraan 
anggota HN Simancuang dapat dilihat dari 3 (tiga) 
aspek, yaitu: hasil pertanian, kontribusi pendapatan dari 
kawasan dan distribusi serta manajemen pendapatan. 
Izin pemanfaatan kawasan HN Simancuang ditujukan 
untuk penjagaan kawasan hutan agar kuantitas dan 
kualitas air untuk pertanian dan konsumsi terjaga. Oleh 
karena itu, dari total 10 komoditas yang teridentifikasi, 
hanya terdapat enam komoditas yang ditanam di 
dalam kawasan, dengan komoditas lain ditanam di luar 
kawasan yang merupakan tanah hak milik dan tanah 
ulayat (Diagram 8).

Meskipun demikian, sebagian masyarakat juga 
memanfaatkan kawasan hutan dengan metode wanatani 
atau agroforestry, dengan tiga komoditas utama 
berupa kopi (17,14%), karet (9.52%) dan kardamunggu 
(0.95%). Untuk lahan pertanian di luar kawasan, padi 
menjadi komoditas utama masyarakat HN Simancuang 
(99,05%), lalu kopi (67,62%), dan karet (24,76%). 
Kontur HN Simancuang cukup curam, sehingga 
penanaman beberapa komoditas tersebut dilakukan di 
bagian pinggir HN Simancuang yang cukup landau.

Dari hasil survei dan wawancara dengan anggota HN 
Simancuang, akses kepada pasar masih dilakukan 
melalui perantara atau pengepul yang datang untuk 
mengumpulkan hasil panen komoditas (92.45%). Ada 
74.5% dari anggota masyarakat berpendapat bahwa 
akses ke pasar dengan mekanisme yang sudah ada 
sekarang cukup mudah. Infrastruktur jalan sebagai 
akses menuju perumahan dan lahan anggota HN 
Simancuang masih buruk dan belum ada lembaga 
masyarakat (seperti koperasi) yang dapat menampung 
hasil panen, sehingga mengakibatkan keterbatasan 
pilihan masyarakat dalam memasarkan komoditasnya.

Dengan komoditas utama padi yang ditanam di luar 
kawasan, rata-rata kontribusi pendapatan PS dari 
HN Simancuang cukup rendah, yakni sebesar 34.11% 
dari total pendapatan masyarakat yang sebesar 
Rp20.359.956 per tahun. Hal ini juga mempengaruhi 
persepsi mereka karena 60.78% merasa bahwa PS 
tidak terlalu berpengaruh kepada perubahan tingkat 
kesejahteraan mereka. Selain itu, masyarakat yang 
lokasinya di hilir memiliki total pendapatan 55% lebih 
rendah dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal 
di hulu. Total pendapatan di kedua lokasi tersebut 
masih lebih rendah 25%  dibanding UMK Solok Selatan 
tahun 2017 (Rp25.428.804).

Diagram 8   | Daftar Komoditas yang ditanam di Dalam dan Luar Kawasan HN Simancuang 

Sumber: Survei HN Simancuang, 2018
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Secara umum, walaupun masyarakat belum merasakan 
adanya perubahan kesejahteraan setelah adanya HN, 
namun mereka merasa tingkat kesejahteraannya cukup 
baik. Hal ini karena hasil padi yang diperoleh sebagian 
besar masyarakat dipergunakan untuk konsumsi 
rumah tangga, ditambah beberapa hasil pertanian 
lainnya. Selain itu, angka penambahan pendapatan 
dari perluasan lahan di dalam kawasan HN ini rendah 
karena ketergantungan masyarakat terhadap hasil 
pertanian dari dalam kawasan juga rendah.

Kemudian, distribusi pendapatan yang dilihat dari 
koefisien gini untuk pendapatan dari dalam kawasan 
HN Simancuang kurang merata, yaitu lebih tinggi 0.01 
poin dibandingkan untuk pendapatan total sebesar 
0.65% (Diagram 9).

Hal ini akibat rendahnya kontribusi pendapatan PS 
terhadap struktur pendapatan total masyarakat, yakni 
hanya 10% berasal dari hasil pengelolaan kawasan. 
Ketergantungan masyarakat terhadap hasil pengolahan 
sawah yang berada di luar kawasan, membuat struktur 
pendapatan mereka didominasi oleh hasil padi setiap 
tahun.

Ketimpangan pendapatan yang tergolong tinggi ini 
dapat dilihat dari distribusi pendapatan antaranggota 
HN Simancuang. Berdasarkan Diagram 10, dapat dilihat 
bahwa 40% masyarakat berpendapatan rendah hanya 
menguasai 3,9% total pendapatan seluruh anggota.

Sumber: Kuesioner HN Simancuang, 2018
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Jika dibandingkan, proporsi pendapatan cukup 
berbanding lurus dengan luasan lahan yang digarap, 
meskipun masyarakat dengan pendapatan terendah 
memiliki rata-rata luas lahan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan dua kelompok masyarakat di 
atasnya. Perbedaan ini juga terlihat dalam lokasi tempat 
tinggal warga HN Simancuang yang terbagi menjadi 
wilayah hulu dan hilir.

Distribusi pendapatan antara wilayah hulu dan hilir 
memiliki perbedaan yang cukup kentara, terutama 
di tiga kelompok dengan pendapatan terendah. 
Berdasarkan diagram 11, distribusi pendapatan 
antarmasyarakat di wilayah hilir terlihat lebih merata 
dibandingkan dengan wilayah hulu di mana 40% 
masyarakat dengan penghasilan terbawah menguasai 
6,9% kesuluran pendapatan dibandingkan 3,9% di 
wilayah hulu. Adanya akses yang relatif lebih mudah 
terhadap pasar dinilai menjadi salah faktor yang 
mempengaruhi distribusi pendapatan di wilayah hilir. 
Meskipun demikian, kami juga menemukan bahwa 
sudah ada beberapa upaya pemerataan pendapatan 
masyarakat, baik yang dilakukan oleh kepengurusan PS 
maupun kelompok tani, seperti bantuan pembibitan dan 
alat pertanian kepada anggota PS yang membutuhkan.

Dari sisi manajemen pendapatan, 46% masyarakat 
pernah atau sedang mempunyai simpanan, dengan rasio 
simpanan rata-rata sebesar 48% dari total pendapatan. 
Penggunaan dari simpanan tersebut bervariasi, di 
mana sebagian besar simpanan (85%) dikeluarkan 
untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan hanya 2.5% 
masyarakat yang menggunakan simpanannya untuk 
tujuan peningkatan produktivitas.

Selain itu, hanya 22,64% masyarakat yang pernah atau 
sedang melakukan pinjaman. Rasio pinjaman rata-rata 
mencapai 37.44% dari total pendapatan mereka dengan 
waktu pengembalian rata-rata pada waktu panen (10-12 
bulan). Penggunaan pinjaman juga diperuntukkan guna 
memenuhi beberapa kebutuhan seperti pendidikan dan 
kesehatan (72%), dan hanya 20% yang penggunaannya 
untuk tujuan modal dan peningkatan produktivitas.

Akses kepada pinjaman juga masih terbatas di mana 
46% masyarakat meminjam kepada sektor informal 
seperti kerabat maupun tetangga. Pengetahuan kepada 
akses pinjaman masih minim, seperti hanya 6.6% 
masyarakat yang mengetahui pinjaman melalui skema 
BLU, dan hanya 2.83% masyarakat yang mengetahui 
adanya pinjaman alternatif untuk PS, termasuk 
diantaranya dari program kelompok tani terkait.

Rekomendasi Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang
Hasil evaluasi yang dilakukan di HN Simancuang 
dapat memberikan gambaran tentang perkembangan 
pelaksanaan program PS. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) 
aspek pengelolaan hutan yang dapat dilakukan, yaitu:

▪▪ Adanya peningkatan indikasi deforestasi yang 
dilihat melalui laju kehilangan tutupan pohon 
menunjukkan perlunya penguatan upaya 
pengamanan hutan, baik oleh LPHN maupun 
KPH. Penentuan arah pengawasan ini perlu 
didukung data verifikasi lapangan di titik-titik yang 
diindikasikan terjadi kehilangan tutupan pohon di 
dalam kawasan HN Simancuang.

▪▪ Penguatan kapasitas dalam berbagai aspek masih 
diperlukan oleh pengurus LPHN, antara lain dalam 
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Diagram 11   | Distribusi Pendapatan di Wilayah Hulu dan Hilir

Sumber: Survei Rumah Tangga (2018), diolah
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hal perencanaan, pengolahan pascapanen dan 
pemasaran. Penguatan kapasitas pascaperizinan 
bertujuan untuk memastikan bahwa LPHN dapat 
menjalankan fungsinya, mulai dari perencanaan 
hingga fasilitasi pasar bagi anggota HN 
Simancuang.

▪▪ Senada dengan temuan di HKm Beringin Jaya, 
perbedaan batas peta digital kawasan yang disetujui 
dengan kawasan yang diajukan berdasarkan 
pemetaan partisipatif perlu diselesaikan. Hal 
ini penting guna memitigasi potensi terjadinya 
sengketa lahan di masa mendatang.

DISKUSI
Jika merujuk kembali kepada konsep pengelolaan hutan 
secara berkelanjutan, kedua lokasi PS menunjukkan 
pola pengelolaan yang berbeda (Tabel 10). Secara 
umum, hasil evaluasi di HKm Beringin Jaya lebih 
banyak menunjukkan perkembangan positif terkait 
dengan keempat kategori, baik aspek sosioekonomi 
maupun ekologi. Dalam hal ini, heterogenitas dan status 
anggota kelompok perhutanan sosial di HKm Beringin 
Jaya sebagai pendatang membuat proses deliberasi 
kelompok berjalan dengan baik, meskipun sebagian 
besar anggotanya bersuku Jawa. Terlepas dari sisi 
positif tersebut, upaya penanaman pohon tajuk tinggi 
dan pengolahan pascapanen tetap perlu diperkuat 
untuk mencapai tujuan konservasi dan peningkatan 
kesejahteraan.

Tabel 10   | Hasil Evaluasi dalam Matriks Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Lokasi PS

HKm Beringin Jaya Homogenitas tanaman kopi 
di kawasan cukup tinggi 
sehingga perlu 
penanaman tanaman 
kehutanan bertajuk tinggi 
guna meningkatkan fungsi 
kawasan dan diversifikasi 
hasil komoditas.

Cukup heterogen karena 
sebagian besar adalah 
pendatang dari enam suku, 
yaitu Jawa (73%), Lampung 
(1%), Ogan (12%), 
Palembang (5%), Sumendo 
(7%), dan Sunda (3%).

Aturan perlindungan hutan 
diperkuat dengan 
pengelolaan hutan untuk 
perkebunan sehingga 
fungsi penjagaan hutan 
dan penanaman pohon 
dapat berjalan.

Pendampingan dinilai telah 
meningkatkan kapasitas 
pengurus HKm dan 
heterogenitas anggota 
memungkinkan kerja sama 
untuk berjalan dengan 
baik.

HN Simancuang Karakter lokasi kawasan 
cukup curan dan aktifitas 
masyarakat di dalam 
kawasan cukup minim

Seluruhnya bersuku 
Minang dan merupakan 
pendatang dari nagari 
sekitar. Terdapat 11 
saparuik yang 
teridentifikasi melalui 
survey.

Aturan perlindungan hutan 
telah ada tetapi masih 
perlu diperkuat karena 
minimnya patroli 
pengamanan kawasan dan 
kondisi hutan yang sulit 
dijangkau.

Pengelolaan kawasan HN 
cukup bergantung pada 
pendamping sehingga 
setelah pendampingan 
selesai, beberapa kegiatan 
LPHN terkendala dan 
partisipasi anggota 
menurun.

 

Karakter Sumber Daya Karakter Sumber Daya Karakter Sumber Daya Karakter Sumber Daya

Sumber: Hasil Analisis Penulis dengan Kerangka dari Agrawal (2007)
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Di sisi lain, melihat karakter fisik HN Simancuang 
yang cukup curam dan minimnya aktivitas masyarakat 
di dalam kawasan, diperlukan upaya pengamanan 
kawasan yang lebih kuat. Untuk melakukannya, 
penguatan kapasitas dan konsolidasi pengurus LPHN 
masih diperlukan, terlebih karena hasil penilaian 
kapasitas mereka menunjukkan bahwa masih 
banyak aspek teknis yang belum dikuasai, seperti 
pembuatan dokumen perencanaan, teknik pertanian 
dan pengolahan pascapanen. Selain itu, meskipun di 
satu sisi adanya budaya Minang sebagai modal sosial 
membuat mekanisme tata kelola lahan seragam dan 
jelas, tetapi sistem ini juga rentan terhadap potensi 
konflik, seperti Pagang Gadai, sehingga penguatan 
kapasitas penyelesaian konflik tenurial juga diperlukan.

Perkembangan pelaksanan program PS tidak dapat 
dilepaskan dari peran parapihak, termasuk pemerintah 
dan aktor nonpemerintah. Jika menilik pada studi 
yang dilakukan oleh Baynes et al. (2015), adanya 
dukungan pemerintah juga dinilai sebagai salah satu 
kunci keberhasilan program pengelolaan hutan oleh 
masyarakat. Pada tingkat provinsi, Sumatera Barat 
dinilai telah memiliki kerangka regulasi yang lebih 
baik dibanding Lampung dalam hal PS. Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat, misalnya, telah memasukkan 
program PS ke dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan 
pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 52/2018 
tentang Pedoman Fasilitasi PS. Meskipun demikian, 
adanya Permen LHK No. P.83/2016 tentang PS sudah 
menunjukkan komitmen dan dukungan pemerintah 
pusat walaupun dukungan pemerintah daerah tetap 
dibutuhkan. 

Dari sisi teknis evaluasi, terdapat beberapa hal yang 
perlu diperhatikan. Pertama, tidak adanya data rona 
awal (baseline) kelompok PS menjadikan hasil analisis 
yang ada dalam kajian ini belum dapat sepenuhnya 
dikatakan sebagai dampak dari program PS, melainkan 
perkembangan pelaksanaan program PS dalam 
mencapai tujuannya. Kendati begitu, hasil kajian ini 
dapat memberikan indikasi adanya perkembangan 
pelaksanaan program PS dalam mewujudkan 
tujuannya, yaitu untuk menyelesaikan konflik tenurial, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga 

hutan. Selain itu, data ini juga dapat dijadikan sebagai 
data rona awal di mana evaluasi lanjutan pada beberapa 
tahun mendatang dapat dilakukan untuk benar-benar 
melihat dampak dari program PS di HKm Beringin Jaya 
dan HN Simancuang.

Kedua, kerangka evaluasi ini didesain untuk dapat 
diterapkan di seluruh skema PS walaupun kerangka ini 
hanya diujicobakan di dua skema, yaitu HKm dan HN 
dengan konteks hutan lindung. Penerapan kerangka 
ini di konteks lain dapat dilakukan dengan melakukan 
beberapa penyesuaian dalam kuesioner dan pemetaan 
aktor yang mungkin terlibat, seperti pihak pemegang 
konsesi untuk skema Kemitraan dan komoditas 
kayu untuk hutan produksi. Sebelum melakukan 
evaluasi, penting untuk melakukan analisis awal, 
seperti mendalami dokumen-dokumen pengajuan dan 
perencanaan yang tersedia dan wawancara awal dengan 
parapihak yang terlibat.

Ketiga, beberapa aspek biofisik dalam kerangka ini, 
seperti kondisi hutan dan kualitas air dan tanah, 
masih dilihat melalui persepsi masyarakat untuk 
memverifikasi hasil analisis data sekunder, seperti 
analisis citra satelit. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
agar kerangka ini dapat digunakan oleh pemangku di 
tingkat tapak yang mungkin tidak semuanya memiliki 
kemampuan teknis yang seragam. Penggabungan 
beberapa analisis data kualitatif, kuantitatif, dan 
spasial yang ada di kerangka evaluasi ini dinilai dapat 
dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat tapak.

Evaluasi yang lebih teknis terhadap aspek biofisik 
juga tetap dapat dilakukan jika terdapat ketersediaan 
sumber daya, misalnya pengukuran kualitas air dapat 
dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan uji 
sampel air dengan memperhitungkan parameter-
parameter kualitas air yang meliputi Biochemical 
Oxygen Demand (BOD), Dissolved Oxygen (DO), pH, 
nitrat, total phosphate, Total Dissolved Solids (TDS), 
dan kekeruhan. Untuk hasil analisis spasial, verifikasi 
fisik dapat dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut 
dan dapat memasukkan komponen teknis, seperti 
inventarisasi keanekaragaman hayati dan stratifikasi 
tajuk. Tentunya, proses ini akan memakan lebih banyak 
waktu, sumber daya manusia, dan anggaran.
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PENUTUP
Kerangka evaluasi ini disusun dan diujicoba dalam 
konteks skema Hutan Kemsyarakatan (HKm) dan 
Hutan Nagari (HN) yang memiliki status kawasan hutan 
lindung. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa 
kerangka evaluasi ini masih perlu untuk diterapkan di 
skema PS lainnya, seperti HTR, HA, dan Kemitraan, 
dan di jenis klasifikasi hutan lainnya, seperti hutan 
produksi dan hutan konservasi. Hal ini bertujuan 
untuk meningkatkan kerangka evaluasi ini agar dapat 
digunakan untuk melakukan evaluasi seluruh skema PS.

Kerangka evaluasi ini disusun sebagai referensi bagi 
pemangku kepentingan PS di tingkat tapak, terutama 
Balai PSKL, Dinas Kehutanan, KPH dan Pokja PPS 
daerah sebagai pihak penyelenggara PS tingkat tapak. 
Indikator dan metode evaluasi yang digunakan dalam 
penelitian ini disusun secara lebih ringkas dan praktis 
tanpa mengabaikan indikator-indikator penting dalam 
evaluasi program PS. Upaya sosialisasi dan peningkatan 
kapasitas kepada para pemangku di tingkat tapak 
menjadi salah satu kunci dalam penerapan kerangka 
ini secara lebih luas. Selain itu, penerapan kerangka ini 
perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan 
program PS di masing-masing daerah, termasuk melihat 
pihak mana saja yang terlibat secara aktif.
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It (Ukur), Change It (Ubah), dan Scale It (Perluas).

COUNT IT (UKUR) 
Kami memulai dengan data. Kami melakukan penelitian independen 
dan menggunakan teknologi terkini untuk membangun pemahaman 
baru. Analisis kami yang ketat memberikan identifikasi risiko, membuka 
peluang, dan menghasilkan rekomendasi bagi para pengambil keputusan. 
Kami memusatkan upaya kami pada ekonomi berpengaruh dan 
berkembang, dimana masa depan keberlanjutan akan ditentukan.
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Kami menguji gagasan-gagasan kami dan menggunakan temuan 
kami untuk menginspirasi aksi nyata dari pemerintah, pelaku usaha, 
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meningkatkan kesejahteraan manusia. Kami membuat tujuan yang 
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upaya kami di tingkat regional dan global. Kami mengevaluasi 
keberhasilan kami melalui kebijakan dan aksi perubahan dari pemerintah, 
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lingkungan yang sehat serta memperbesar peluang kesejahteraan bagi 
masyarakat.
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